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ABSTRAK

Nama : Dhini Afiatanti

Program Studi : Jepang

Judul . Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepangatiznhn ASEAN
pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnyanger
Dingin (1973-1993)

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perabkébkijakan luar negeri
Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dinginedalals berakhirnya Perang
Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Peaub&ebijakan luar negeri
suatu negara dapat terjadi karena munculnya masdaldalam negeri negara yang
bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadindkungan internasional negara
tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahuid,1838pang merubah kebijakan
luar negerinya secara umum. Beberapa hal yangltetidingkungan internasional
merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan hegeri Jepang tersebut.
Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga tbeadampak pada kerjasamanya
dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggana ASEAN. Beberapa
perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Pabpdakayama, penambahan
lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, sengabangnya Jepang dengan
ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

Kata Kunci :
kebijakan luar negeri Jepang, ASEAN, Perang Dingin
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ABSTRACT

Name : Dhini Afiatanti

Study Program : Japanese

Topic . Alteration of Japanese Foreign Policy tadgaASEAN during
the Cold War and Afterwards (1973-1993)

The content of this thesis is focused on Japarwsegh policy towards ASEAN
during Cold War and its alteration when the warezhish 1991. The thesis takes year
1973 until year 1993 as its time scope. Alteratdrone’s foreign policy might be
caused by its domestic fluctuation or another evieappens in international
environment surrounds the country. When Cold Walednn 1991, Japan altered its
foreign policy in general. Issues happened in m@gonal environment is assumed
as dominant factors causing the alteration. Theratibn of Japanese foreign policy
in general also impacts its diplomatic relationhwéssociation of Southeast Asia
nations, commonly known as ASEAN. It was markedsblgmission of Nakayama'’s
Initiative, field cooperation additions in ASEANgEn Forum and Japan’s
pioneering as well as its participation in ASEAN gitmal Forum founded by
ASEAN.

Key words :
Japanese foreign policy, ASEAN, Cold War
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang melaui Perdana Menteri Suzuki
Kantarou mengakui Deklarasi Postdam. Deklarasi Postdam merupakan deklarasi
yang berisi 13 pasal untuk menetapkan syarat-syarat penyerahan bagi Jepang pasca
kekalahannya pada Perang Dunia I1.> Pada pasal kedua dan ketiga dari 13 pasal
Deklarasi Postdam dinyatakan bahwa Jepang akan diduduki oleh sekutu sampai
tercapainya tujuan demiliterisasi dan demokratisasi di negara tersebut.? Sekutu
dalam hal ini Amerika Serikat, telah banyak melakukan perubahan fundamental
selama kurang lebih tujuh tahun masa pendudukannya. Salah satunya adalah
perubahan mengenai konstitusi negara serta aspek-aspek lain yang berkenaan dengan
pergaulan Jepang di duniainternasional .®

Contoh konkrit perubahan konstitusional yang dilakukan oleh sekutu adalah
pembuatan Konstitus Jepang 1947. Kondtitusi Jepang 1947 merupakan
undang-undang dasar Jepang yang sebagian besar konsepnya disusun oleh
pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1946.* Dalam Konstitusi Jepang 1947
tersebut, terdapat Pasal 9 yang isinya berkaitan erat dengan demiliterisasi serta dasar
kebijakan luar negeri Jepang.

Berikut ini adalah isi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut.
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! Occupation of Japan : Policy and ProgrekkS. Department of State. him 38.
2 .
Ibid.
* Ibid. him 7.
* The New Global Politics of the Asia-Pacifidichael K. Connors. him 38.
® Article 9 of the Japanese Constitution

http://en.wikipedia.org/wiki/Article 9 of the Japanese Constitution (Desember 2008)
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“1. Rakyat Jepang dengan ini dengan tulus menghlingardamaian
internasional yang berdasarkan keadilan dan norroasma serta tidak
mengakui adanya perang dan penggunaan kekuatantemitialam
penyelesaian konflik internasional.

2. Dalam rangka mencapai tujuan dari pasal sebelymmangkatan laut,
darat, udara serta kekuatan militer lainnya tidakaa dipelihara. Hak

perang negara tidak akan diakui.”

Dalam Pasa 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut ditegaskan bahwa negara
Jepang tidak mengakui adanya perang serta penggunaan kekuatan militer dalam
penyelesaian konflik internasional. Pasal ini secara tidak langsung juga membatasi
ruang lingkup kerjasama Jepang dalam menjalin hubungan terutama bidang
keamanan dan stabilitas wilayah dengan negara lain selama berlangsungnya masa
pendudukan sekutu (1945-1951) sampai dengan berakhirnya Perang Dingin tahun
1991.°

Masa pendudukan sekutu di Jepang berakhir setelah penandatanganan
Perjanjian San Fransisco tahun 1951’. Berakhirnya masa pendudukan sekutu tersebut
sama sekali tidak mengurangi fungsi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947. Hal ini
bisa dilihat dari kerjasama-kerjasama kenegaraan Jepang yang pada masa itu tidak
dititikberatkan pada bidang militer dan stabilitas wilayah melainkan lebih banyak
didominasi oleh bidang ekonomi, pendidikan serta budaya.®

Meskipun demikian, karakier hubungan luar negeri Jepang yang banyak
dititikberatkan pada bidang ekonomi, pendidikan serta budaya tersebut hanya
bertahan sampai dengan berakhirnya Perang Dingin di awa tahun 1990-an. Perang
Dingin merupakan perang ideologi dan pengaruh antara dua poros besar, yaitu Uni
Soviet dan Amerika Serikat, pasca Perang Dunia Il. Perang Dunia Il telah
memunculkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagal dua kekuatan besar dunia.
Pada perkembangannya, kedua poros kekuatan ini saling bersaing daam segaa

® The Lack of Security Cooperation between Southgsist and Japan : Yen Yes, Pax Nippon No.
SandraR. Leavitt. him 223.

" Perjanjian San Fransisco merupakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Jepang dan 49
negara lain pada 8 September 1951 dengan tujuan mengakhiri secara resmi Perang Dunia Il serta menandai
berakhirnya  pendudukan  sekutu di  negara tersebut. Lih. Treaty of San  Fransisco
http://en.wikipedia.org/wiki/treaty of san fransisco (Juni 2009)

8 Japan’s Political and Security Relations with ASE#\sh Nishihara Masashi dalam ASEAN-Japan
Cooperation : A Foundation for East Asian Commurigmela J. Noda. him 153.
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bidang selama tiga dasawarsa. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan dukungan
serta pengaruh dari negaranegara lain khususnya negara-negara dunia ketiga.
Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dimulai sejak meletusnya
Peristiwva Berlin 1947 dan baru berakhir pada tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh
dan mengalami disintegrasi.’

Pada masa Perang Dingin, kondisi ekonomi negara-negara di dunia mengalami
kehancuran akibat Perang Dunia |l. Sebagian besar negara yang ekonominya hancur
tersebut mengalami bipolarisas atau terbagi menjadi dua poros, poros Barat dan
poros Timur. Negara yang memihak poros Barat adalah negara yang mendukung
Amerika Serikat dengan paham liberalismenya, sedangkan negara yang memihak
poros Timur adalah negara yang mendukung Uni Soviet dengan paham
komunisnya. ™

Selama berlangsungnya Perang Dingin, masalah keamanan Jepang dijamin dan
dilindungi oleh Amerika Serikat secara efektif. Hal tersebut ditegaskan dalam
pembukaan Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang
1951 (Security Treaty between The United States and Jap@Bl) yang
ditandatangani pada 8 September 1951. Berikut adalah kutipan dari pembukaan
Perjanjian K erjasama K eamanan antaraAmerika Serikat dan Jepang 1951 :

“...Japan desires, as a provisional arrangement fts defense,
that the United States of America should maintamex forces of its own
in and about Japan so as to deter attack upon Japhae United States of
America, in the interest of peace and securityplissently willing to
maintain certain of its armed forces in and aboapan...™

Dalam Perjanjian Kerjasama Keamanan tersebut dinyatakan bahwa Amerika
Serikat akan menyediakan perlindungan secara militer bagi Jepang yang sedang
menjaani proses demiliterisasi selama pendudukan sekutu. Penjaminan keamanan
Jepang oleh Amerika Serikat tersebut menyebabkan munculnya suatu kepercayaan
naif di kalangan masyarakat serta pemerintah Jepang bahwa berada pada aiansi
Barat akan membuat negaranya aman dan nyaman. Hal tersebut dinyatakan dengan

° Seperempat Abad ASEABPF Luhulima dkk. him 41.
19 japan’s International Relations : Politics, Econesand SecurityGlenn D. Hook. him 32.
! Ibid. him 561.
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tegas oleh Kato Ryozo, Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat. Dalam tulisannya
Change and Post-Cold War Japanese Security : Altavs. Community of Shared
Destinybeliau menyampaikan : “...During the Cold War, there was a naive belief
among the Japanese that being affiliated with tlestérn Alliance would provide
Japan with safety and Comfort®”

Namun demikian, kepercayaan tersebut akhirnya pudar pasca berakhirnya
Perang Dingin pada tahun 1991. Kato Ryozo melanjutkan : “...Today, however, we
can no longer make such an assumption. Now is @ timest what it really means
to share core values and principles as opposedharesl interests.* Melalui
pernyataan tersebut, Kato Ryozo menyatakan bahwa Jepang saat ini tidak bisa lagi
berasumsi bahwa negaranya akan aman hanya karena lindungan dari kekuatan Barat.

Pudarnya kepercayaan terhadap pemikiran naif di kalangan masyarakat dan
Pemerintah Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Salah satu di
antaranya adalah perubahan lingkungan internasional pasca berakhirnya Perang
Dingin 1991 yang menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan dari dalam negeri
Jepang. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Jepang untuk meninjau ulang
masalah keamanan dalam negerinya dan merevisi kembali konsep kebijakan luar
negerinya ™

Perubahan konsep kebijakan luar negeri Jepang tersebut membuat Jepang
mulal melibatkan diri secara langsung pada bidang-bidang kerjasama yang berkaitan
dengan masalah militer. Salah satu contoh keterlibatan Jepang adalah keputusan
Pemerintah Jepang untuk ambil bagian dalam beberapa operas perdamaian yang
dilakukan oleh PBB. Pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang beberapa kali turut
serta dalam pengiriman Self-defense Forcetau Pasukan Bela Diri miliknya ke
daerah-daerah konflik seperti Timor Leste, Kamboja, Mozambik dan Dataran Tinggi
Golan.™®

Perubahan pola kerjasama juga terjadi dalam hubungan Jepang dengan
organisas  kewilayahan Asia Tenggara atau yang disebut dengan ASEAN
(Association of Southeast Asia NatipnASEAN didirikan di Bangkok pada 8
Agustus 1967 oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan

2 Change and Post-Cold War Japanese Security : Albavs. Community of Shared Destikgto
Ryozo. him 23.

B Ipid.

14 Japan's Security Policy in 1990sleh Tanaka Akihiko dalam Japan’s International Agenda.
Funabashi Yoichi. him 28.

> pamelaJ. Noda. Op. Cit, him 153.
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Singapura. ASEAN merupakan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang
bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya di
antara negara-negara anggotanya.'®

ASEAN sebagal organisasi regional Asia Tenggara telah didirikan sgjak tahun
1967, namun pemerintah Jepang baru memberikan perhatian kepada ASEAN segjak
tahun 1970-an ketika ditandatanganinya Deklarasi Kuala Lumpur 1971.} Pada
tahun 1955 sampai dengan 1967, hubungan Jepang dengan wilayah Asia Tenggara
lebih banyak didominasi oleh masalah tuntutan pampasan perang oleh sebagian
negara Asia Tenggara yang dulunya merupakan negara bekas jajahan Jepang.'®
Barulah pada tahun 1973, hubungan Jepang dan ASEAN dimulai kembali dengan
diadakannya suatu pertemuan informal yang dinamakan Synthetic Rubber Forum
atau Forum Karet Sintesis.

Synthetic Rubber Foruratau Forum Karet Sintesis adalah pertemuan yang
membahas mengenai komoditi karet sintesis. Pertemuan ini pada awalnya diadakan
sebagal akibat dari perluasan industri karet sintesis Jepang yang merugikan industri
karet aam negaranegara ASEAN, terutama Malaysia. Walaupun kritik
besar-besaran hanya datang dari Malaysia, hal tersebut pada akhirnya membawa
Jepang dan ASEAN kepada hubungan dengan lingkup yang lebih formal di tahun
1974 dengan diadakannya Forum K aret Sintesis yang kedua™® Hubungan kerjasama
melalui Forum Karet Sintesis tersebut kemudian secara resmi diakhiri pada Maret
1977 dengan dibentuknya pertemuan baru yang dinamakan Forum
ASEAN-Jepang.?® Forum ini pada akhirnya menjadi forum yang penting bagi
hubungan Jepang dan ASEAN di masa-masa selanjutnya.

Seiring dengan perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang yang
dilatarbelakangi berakhirnya Perang Dingin, bidang kerjasama Jepang dan ASEAN
pun semakin meluas. Kerjasama yang pada awanya hanya menitikberatkan

masalah-masalah ekonomi,?* berangsur-angsur mulai merambah ke bidang politik

16 Gendai Nihon Tounan Ajia Seisaku 1950-28&ano Sumio dkk. him 160

7 Japan and ASEAN in the Second Deocaléa Matsumoto Saburo dalam Twenty Years of ASEAN :
Its survival and Developmer®kabe Tatsumi. him 73.

8 The International Relations of Japan and Southéas : Forging a New RegionalistBueo Sudo.
him 2.

¥ Understanding ASEAMlison Broinowski. him 180.

% Asean-Selayang Pandang 1992kretariat Nasional ASEAN. him 160.

2 ASEAN’s Political and Security Relations with Jaméeh Mohamed Jawhar Bin Hassan. Pamela J.
Noda. Op. Cit, him 146.
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dan stabilitas wilayah.?> Proposal Nakayama serta penambahan lingkup kerjasama
daam Forum ASEAN-Jepang merupakan contoh konkrit adanya perubahan
kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin
1991.

Pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur tahun 1991,
Jepang secara resmi mengajukan Proposal Nakayama yang berkaitan dengan
kerjasama dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah.”® Kemudian dalam
Forum ASEAN-Jepang yang diadakan pertama kali setelah berakhirnya Perang
Dingin, beberapa bidang kerjasama seperti keamanan dan stabilitas wilayah juga
mulai ditambahkan dalam agenda resmi hubungan Jepang dan ASEAN.**

Hubungan Jepang dan ASEAN pada masa kontemporer ini telah memasuki
babak baru yang berbeda dengan hubungan pada dekade 1970-an sampai 1980-an.
Jepang kembali mempedulikan masalah stabilitas wilayah dan politik di kawasan
Asia Tenggara seperti ketika Perang Dunia Il.  Hal tersebut merupakan ha yang
ironis, sebab pada awalnya Jepang secara tegas menolak pengembangan
institusi-institusi keamanan di wilayah Asia Tenggara®

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, melalui penyusunan
skripsi yang diberi judul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN
pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin (1973-1993) ini,
akan dijabarkan mengenai perubahan kebijakan |uar negeri Jepang terhadap ASEAN
serta beberapa hal lain yang terkait dengan perubahan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah
Untuk mengembangkan permasalahan yang telah dijelaskan pada subbab latar
belakang diatas, maka digukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan

pembahasan selanjutnya mengenai :

1. Bagaimana kebijakan luar negeri Jepang secara umum pasca kekalahannya
di Perang Dunia Il 1945 sampa dengan perubahan-perubahan yang
terjadi pada kebijakan luar negeri tersebut ketika Perang Dingin berakhir di
tahun 19917

% Japan’s Political Security Relations with ASEAWNshihara Masashi. him 153.

% “The New Player” Far Eastern Economic Revidwgustus 1991. Michael Vatikiotis.

2 |ih. ASEAN Document Series 1992-1994 SupplementarpEdBEAN Secretariat. him 80-81
% Japan’s Regional Security Policy in Post-Cold WaraALisa J. Sansoucy. him 160.
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2. Apasgafaktor eksternal dan internal yang menyebabkan perubahan dalam
kebijakan luar negeri Jepang tersebut?

3. Perubahan kebijakan Jepang seperti apa yang terjadi pada pola hubungan
Jepang dan ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 serta apa yang
membedakannya dengan kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada masa
ketika Perang Dingin berlangsung?

1.3. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup

Sesual dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah
dijabarkan di atas, pembahasan penelitian ini akan dibatasi hanya mengenai
perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin
dan setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun demikian, sebagai gambaran terlebih
dahulu akan dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada masa Perang
Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin secara umum.

Batasan waktu yang akan dipaka adalah sgjak dimulainya kontak antara
Jepang dengan ASEAN secara resmi melalui Forum ASEAN-Jepang yang pertama
pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 ketika ASEAN Regional ForurfARF)
dibentuk. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis sgjarah, oleh karena itu
peristiwa berakhirnya Perang Dingin dijadikan acuan waktu untuk mempermudah
pengumpulan data.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menjabarkan bagaimana
perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin
dan setelah berakhirnya Perang Dingin serta memaparkan faktor-faktor baik
eksternal maupun internal yang mempengaruhi Jepang dalam perubahan kebijakan
luar negerinya pasca berakhirnya Perang Dingin 1991.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metodologi sgjarah, yaitu berusasha mencari dan mengolah data-data yang
didapatkan secara sistematis dan teratur. Metodologi ini diawali dengan tahap
heuristik yaitu pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Sumber primer

yang digunakan antara lain Pasal 9 Konstitus Jepang 1947, Perjanjian Kerjasama
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Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951, Joint Press ReleasEorum
ASEAN-Jepang pertama sampai ke-13, dan Doktrin Yoshida. Sumber sekunder yang
akan digunakan antara lain buku-buku seperti The New Global Politics of The
Asia-Pacific karangan Michael K. Connors dan ASEAN-Japan Cooperation : A
Foundation for East Asian Communaslitan Pamela J. Noda, jurnal-jurnal seperti
Asian Survey, Pacific Affairdan Pacific Reviewartikel baik dari majalah maupun
surat kabar serta beberapa publikasi elektronik.

Tahap kedua adalah tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk
memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kritik
dilakukan dengan cara memeriksa silang kebenaran untuk membandingkan suatu
buku dengan sumber yang lain. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran
terhadap fakta-fakta yang terkumpul. Dalam tahap ini fakta-fakta yang ada dicoba
untuk diklarifikasi satu sama lain, sekaligus dilihat apakah ada keterkaitan antara
fakta yang satu dengan yang |lainnya.

Pada tahap penulisan skripsi, metode penulisan yang akan digunakan oleh
penulis adalah eksposisi deskriptif dengan pendekatan historis. Fakta-fakta sgarah
yang ditemukan akan diseleksi, disusun, diberi penekanan, dan ditempatkan dalam

suatu urutan kronologis yang sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab poin-poin pertanyaan yang telah dijabarkan pada subbab
Perumusan Masalah di atas secara lebih sistematis, maka penulis akan membagi
skripsi ini ke dalam empat bab, antaralain :

Bab 1 beris Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian,
Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian,
Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 berisi kebijakan luar negeri Jepang secara umum sgiak kekalahannya
dalam Perang Dunia |1, pada masa pendudukan sekutu (1945-1951) sampai dengan
berubahnya kebijakan luar negeri Jepang tersebut ketika Perang Dingin berakhir
tahun 1991. Melalui penjabaran tersebut, akan dianalisis beberapa faktor eksternal
dari luar negeri Jepang serta faktor internal dalam negeri Jepang yang menyebabkan
Jepang mengambil keputusan untuk mengubah kebijakan luar negerinya pasca
berakhirnya Perang Dingin 1991. Bab 2 ini terdiri dari tiga subbab pembahasan.
Subbab pertama akan menjabarkan mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada
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masa Perang Dingin (1945-1991). Subbab yang kedua adalah mengenai kebijakan
luar negeri Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Subbab yang terakhir
akan menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri
Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 yang akan dibagi menjadi dua bagian,
yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Bab 3 berisi hubungan Jepang dan ASEAN pada saat berlangsungnya Perang
Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1991. Penjabaran dalam bab ini
akan dibagi dalam tiga subbab. Pada subbab pertama akan dijelaskan mengenai
ikhtisar hubungan Jepang dan ASEAN. Pada subbab kedua akan dijabarkan
mengenai kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin. Subbab
yang kedua ini terdiri atas dua bagian, yaitu kebijakan-kebijakan Perdana Menteri
Jepang dan Forum ASEAN-Jepang pertama sampal dengan ke-12. Selanjutnya pada
subbab ketiga akan diuralkan mengenai kebijakan Jepang terhadap ASEAN pasca
berakhirnya Perang Dingin yang terdiri dari tiga subbahasan, yaitu Proposal
Nakayama 1991, Forum ASEAN-Jepang ke-13 dan ASEAN Regional Forunsab 11
ini- merupakan inti dari skripsi karena dalam bab ini akan dijabarkan mengenai
perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN ketika Perang Dingin
berakhir di awal dekade 1990-an.

Bab terakhir, yaitu Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh
pembahasan di dalam skripsi ini.
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BAB 2
KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG PADA MASA PERANG DINGIN
DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN 1945-1991

Pada masa pendudukan sekutu (1945-1951) sampaiardebgrakhirnya
Perang Dingin 1991, Jepang berada dibawah payusngsal/Amerika Serikat secara
militer. Pada masa tersebut, Jepang menjalankanakab luar negeri yang
menitikberatkan kerjasamanya pada masalah-masélahomi dan pembangunan
negaranya. Namun demikian, ketika Perang Dingirakier pada tahun 1991,
perhatian Jepang mulai bertambah. Jepang menjat @memperhatikan tidak
hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalaHitatiunia internasional.

Pada pembahasan selanjutnya, akan diuraikan margdmgkan luar negeri
Jepang pada masa pendudukan sekutu sampai dengaat@En yang terjadi pasca
berakhirnya Perang Dingin 1991. Selain itu, akgalaikan juga mengenai beberapa
faktor eksternal dan internal yang melatarbelak@egubahan kebijakan luar negeri

Jepang tersebut.

2.1.Kebijakan Luar Negeri Jepang Pada M asa Perang Dingin (1945-1991)

Untuk mempermudah penjabaran mengenai kebijakamkgeri Jepang pada
masa Perang Dingin, pembahasan dibagi berdasatkameriode. Periode yang
pertama yaitu masa Pendudukan Sekutu tahun 194b-d®% periode yang kedua
pasca Pendudukan Sekutu tahun 1951 sampai dengakhioeya Perang Dingin
tahun 1991.

21.1. Kebijakan Luar Negeri Jepang Pada Masa Pendudukan Sekutu
(1945-1951)

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II menyebablegang harus
menanggung dua konsekuensi besar. Konsekuensipeatama yaitu pendudukan
sekutu di negaranya sekaligus menerima Amerik&&tesebagai sekutu utamarfya.
Pendudukan sekutu di Jepang berlangsung dari te®df dan berakhir pada tahun
1951 ketika Perjanjian San Fransisco ditandatangaecarade facto Amerika

Serikat baru menarik pasukannya dari Jepang pdulen th952. Konsekuensi yang

1 1bid.
2 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 37.
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kedua yaitu Jepang harus rela untuk kehilangan ka@a dalam menentukan
kebijakan luar negerinya sendiri. Menurut Michael@®onnors, sebagai akibat dari
konsekuensi yang kedua ini, Jepang pasca Perang Deiah temarjinalisasikan
dari konstruksi struktur baru dunia internasichal.

Pendudukan Jepang 1945-1951 memiliki tujuan utareaciptakan Jepang
baru yang diharapkan tidak akan lagi menjadi ancalaayi kepentingan Barat serta
tatanan dunia internasiorfalOleh karena itu, selama masa pendudukan sekutu,
segala urusan yang berkaitan dengan hubungan ég@rinJepang berada di bawah
yuridiksi SCAP Supreme Commander for the Allied PowarSCAP memiliki dua
belas departemen yang masing-masing bertugas umteikgontrol kehidupan
bernegara di Jepang. Salah satu departemen darP SfdalahThe Diplomatic
Sectionyang bertugas untuk menangani masalah yang bamkd&ngan hubungan
Jepang dengan negara l4in.

Dibawah kendali SCAP tersebut, dapat dikatakan balwpang hampir tidak
memiliki diplomasi ke luar negaranya. Diplomasimg&Jepang hanyalah berkisar
mengenai masalah-masalah domestik yang terkaitamemkgkuatan pendudukan
serta hubungannya dengan SCAP itu seddBahkan dapat dikatakan bahwa
selama kurang lebih tujuh tahun masa pendudukartisekepang secara nyata telah
terasingkan dari wilayah Asia dalam kaitannya deng@ang ekonomi, keamanan
dan politik®

Jepang dibawah kendali SCAP juga telah menyusunsti€osi 1947 yang
masih menjadi Undang-undang Dasar Jepang sampajadesaat ini. Pada
Konstitusi 1947 inilah terdapat Pasal 9 yang mengasar demiliterisasi Jepang.
Pasal 9 Konstitusi 1947 tersebut merupakan saléln latar belakang mengapa

Jepang tidak pernah ikut campur terhadap masaladata internasional yang

% Yang disebut dengan konstruksi struktur baru dimiernasional pasca Perang Dunia Il adalah
terbaginya negara-negara di dunia menjadi dua poyau poros Barat dan poros Timur. Pada masa
pendudukan sekutu (1945-1951), Jepang banyak bezktnasi dengan urusan dalam negerinya yang bemkait
dengan hubungannya dengan sekutu. Hal tersebutakibatkan Jepang tidak memiliki diplomasi ke luar
negaranya sehingga secara otomatis Jepang terkmgldatau termarjinalisasikan dari konstruksi dnukbaru
dunia internasional. LiHbid.

* Ibid. him 38.

> SCAP (Supreme Commander of the Allied Powersdrupakan kekuasaan tertinggi pemerintah
pendudukan sekutu di Jepang yang dibentuk padat@@k1945 bersamaan dengan pendirian sebuah markas
besar sekutu di Tokyo. Lildccupation of Japan : Policy and Progrebém 63.

® U.S. Department of Stat®p. Cit, him 15.

" Japan’s Foreign Relation&atsuo Okazaki. him 156.

8 Alison Broinowski.Op. Cit, him 170.Building a Neighborly Communitf2aojiong Zha. him 85.
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berkaitan dengan keamanan dan stabilitas wildyah.

Namun demikian, Pasal 9 Konstitusi Jepang tersbbkanlah satu-satunya
dasar yang mengatur pola kebijakan luar negeringepada masa Perang Dingin. Di
awal Perang Dingin, Perdana Menteri Yoshida Shiemengeluarkan tiga prinsip
fundamental yang menandai pendekatan taktikal $epatuk menghadapi kondisi
Perang Dingin dalam kaitannya terhadap aliansirgragdn Amerika Serikat. Tiga

prinsip tersebut antara lain :

1. Rehabilitasi ekonomi Jepang haruslah menjadi tupasional yang
utama. Kerja sama politik-ekonomi dengan Amerikarikae
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan ini.

2. Jepang harus menjadi negara yang tidak memilikiitenildan
menghindari  keterlibatan dalam isu-isu politik-sta  dunia
internasional.Self Defense Forcatau Tentara Pertahanan Jepang
tidak akan ditempatkan keluar dan Jepang tidak ddeapartisipasi
dalam perjanjian atau kerjasama kolektif yang heakadengan
pertahanan keamanan.

3. Untuk mendapatkan jaminan dalam waktu yang lama geresm
keamanan dalam negerinya sendiri, Jepang akan wchekge basis
militer untuk angkatan darat, laut dan udara Anwerkerikat di

negaranyd?

Tiga prinsip yang ditetapkan oleh Perdana MenteshYda Shigeru tersebut
menekankan bahwa pola dasar hubungan internasiepaing pasca berakhirnya
Perang Dunia Il akan terkonsentrasi pada pembangkembali dalam negerinya.
Jepang juga menolak keterlibatan dalam perjanjisaupun kerjasama kolektif
dalam bidang keamanan. Di sisi lain, Jepang merigggkan politik dan
keamanannya kepada Amerika Serikafliga prinsip Perdana Menteri Yoshida ini
pada akhirnya tidak hanya berlaku pada masa peRkdodsekutu saja, melainkan

juga menjadi dasar kebijakan luar negeri Jepangukurémpat puluh tahun

° Michael K. ConnorsOp. Cit, him 38.

1 Yoshida Shigeru menjabat sebagai Perdana Mergpeng selama empat periode, yaitu 22 Mei
1946-24 Mei 1947, 15 Oktober 1948-16 Februari 194® Februari 1949-30 Oktober 1952 dan 30 Oktober
1952-10 Desember 1954. Lih. Glenn D. HoGk. Cit, him 560.

1 Japan Rising : The Resurgence of Japanese PowePambse Kenneth B. Pyle. him 242.

12 Glenn D. HookOp. Cit, him 32.
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selanjutnya

Pada masa pendudukan sekutu, Jepang hampir tidaka phubungan
diplomasi ke luar negaranya dan muncul isu bahwacoidusu bahwa Kementrian
Luar Negeri Jepang akan dihapus oleh SCAP. Namadyg fahun 1950, Kementrian
Luar Negeri Jepang secara resmi kembali mendapatihagsi dan tugasnya.
Pengembalian fungsi dari Kementrian Luar Negeradgpersebut ditandai dengan
dibangunnya tujuh Japanese Overseas Agencieii beberapa kota besar
negara-negara di dunia serta dikirimnya staf digitknresmi ke negara-negara
tersebut. Namun demikian, sesuai dengan apa ydaily déisampaikan dalam tiga
prinsip Perdana Menteri Yoshida, tugas utama daa gtaf tersebut dibatasi hanya
pada isu yang berhubungan dengan kerjasama ekodepasng dengan negara
terkait*

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Pendudukan Sekutu sampai
dengan Berakhirnya Perang Dingin (1951-1991)

Pasca penandatanganan Perjanjian San Fransid&dg d8pang kembali
mendapatkan kedaulatannya sebagai negara yangkaeatdegan diakhirinya masa
pendudukan sekutu. Layaknya suatu negara yangn@amperoleh kemerdekaannya,
Jepang pun kembali menjalankan perannya sebagah sshtu bagian dari
masyarakat internasional. Hal tersebut dibuktikadapkonferensi San Fransisco
1951 yang menyebutkan bahwa pasca berakhirnya gekdn sekutu, salah satu
tujuan negara Jepang adalah untuk memperbaiki lyaiounya dengan banyak
negara lain secepatnya.Tidak ada pilihan lain bagi Jepang, sebab padaisaa
Jepang tidak lebih dari mantan musuh bukan hanygi lsabagian besar
negara-negara Asia melainkan juga bagi seluruhadsaperti yang disampaikan
oleh Akio Watanabe :

“...Nothing was certain, however, about Japan’s telas with
Asia even after the conclusion of the San Francipeace treaty in

September 1951. Japan was, more than anything l&&mer enemy not

13 1bid.
14 Katsuo OkazakiOp. Cit, him 156.
'* Ibid. him 158.
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only to most of the Asian countries but also torés of the world.*®

Penguatan hubungan dengan negara lain selain Aen8gkikat ini disebut dengan
zenhoi gaikowatau diplomasi omnidireksi.

Menjadi negara yang merdeka juga membuat Jepang kambali memenuhi
kebutuhan ekonomi negaranya secara penuh. Padad W&2, Jepang memiliki
populasi sebanyak 87 juta jiwa. Ditambah lagi, dgphukanlah negara dengan
sumber daya alam yang kaya. Untuk memenuhi kebntdatam negerinya, Jepang
mau tidak mau harus meningkatkan kerjasama ekodengian negara laff.

Hal tersebut merupakan salah satu sebab karaltewgplomasi serta
kebijakan luar negeri Jepang sama sekali tidak alang perubahan pasca
pendudukan sekutu. Jepang tetap menitikberatkanaskena-kerjasama luar
negerinya pada bidang-bidang komersial seperti @kondan perdagangafi.
Menurut Martin E. Weinstein, ketika masa pendudukakutu berakhir, Jepang
masih berpijak pada suatu persepsi terkait dengpgerkingan negaranya. Persepsi
tersebut mengedepankan pembangunan kestabilanmkorustri yang kompetitif
sebagai tujuan utama kebijakan nasional negaramga, tujuan tersebut secara
mutlak dibebankan pada kebijakan luar negeri Jejiarggndiri®

Di bawah dua Perdana Menteri Jepang, |keda Hayatio 1960-November
1964) dan Satou Eisaku (November 1964-Juli 197@jlaptahun 1960-an melalui
suatu konsensus, tiga prinsip yang disampaikan Blidana Menteri Yoshida di
awal Perang Dingin kembali dijadikan dasar utambijikan luar negeri Jepang
sekaligus diperkuat menjadi suatu strategi yanihlststematis' Pada konsensus
tersebut, tiga prinsip Yoshida itu kemudian diakadi dengan nama Doktrin
Yoshida** Tidak hanya itu, selama berlangsungnya Perangilibwktrin Yoshida

juga dipakai sebagai strategi oleh Jepang dalagkeamelindungi keamanan militer

16 Southeast Asia in U.S-Japanese Relatioless Akio Watanabe daladapan and South East Asia
volume 2Wolf Mendl. him 30.

" Diplomasi Omnidireksi adalah diplomasi ke segafaha Bagi Jepang, Diplomasi Omnidireksi
merupakan diplomasi yang bertujuan untuk mempertfaibungan serta kerjasamanya dengan negara lain
selain Amerika Serikat pasca pendudukan sekuteghmanya. Lih. Glenn D. Hoo®p. Cit, him 34.

Katsuo OkazakiOp. Cit, him 158.

9 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 40.

% Japan’s Foreign Policy Options : Implications fdnet United Statesleh Martin E. Weinstein
dalamJapan’s Foreign Policy after the Cold War : Copiwith ChangeGerald L. Curtis. him 218-219.

2L Kenneth B. PyleOp. Cit, him 242.

22 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 38.
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serta kestabilan politik negaranya dari ancamanukisme Sovief?

Perdana Menteri lkeda Hayato kembali menguatkantridokoshida sebagai
dasar hubungan internasional Jepang dengan merigeidacome Doubling Plan
atau rencana penggandaan pemasuk®encana penggandaan pemasukan ini
nantinya akan lebih dikenal dengan paha@NPisme lkeda.?* Dengan
dikeluarkannya rencana tersebut, diplomasi Jepa@galkin menitikberatkan
kerjasama-kerjasama luar negerinya dalam bidanghagkb dan pembangunan
dalam negeri.

Setelah pemerintahan I|keda berakhir pun, keberadaBPR (Liberal
Democratic Party sebagai satu-satunya partai yang berkuasa dndegeri tahun
1955 sampai dengan tahun 1993 masih menunjukkanakak GNPisme dan
Doktrin Yoshida dengan mempertahankan keduanyagaelmndasan kebijakan luar

negeriny&>

2.2. Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi tabel@khirnya Perang
Dingin yang telah mencekam dunia selama kurandhldibia dekadé® Namun
demikian, berakhirnya Perang Dingin tersebut bulartanda bahwa perdamaian
dunia akan terjamin, sebab ancaman-ancaman laig tidak berkaitan dengan
Perang Dingin mulai bermunculan. Sebagai contokuyiavasi Irak ke Kuwait di
awal 1990-an serta pengembangan nuklir oleh KoreaaUyang keduanya sama
sekali tidak ada kaitannya dengan masalah penyeb@eologi seperti ketika
berlangsungnya Perang Dindih.

Jepang yang selama Perang Dingin berlindung di bapayung aliansi
Amerika Serikat, mulai merasa perlu untuk memiligertahanannya sendiri.
Pemerintah Jepang mulai mendukung pendekatan-patagiekmultilateral dalam
rangka keamanan regiorfidl Beberapa alasan keamanan sebagaimana yang telah
disampaikan sebelumnya merupakan salah satu fadog membuat Jepang

mempertimbangkan kembali perlunya kerjasama daladang keamanan dan

% Gerald L. CurtisOp. Cit, him 218-219.
2 GNPismelkeda merupakan paham yang mementing&asss National Producatau pendapatan
per kapitazgalam rangka rencana penggandaan peamadiik. Michael K. Connor®p. Cit, him 39.
Ibid.
% CPF Luhulima dkkOp. Cit, him 41.
27 Yoichi FunabashiOp. Cit, him 28.
% | isa J. Sansoucyp. Cit, him 160.
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stabilitas wilayah dengan pihak lain selain Amei@exikat.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, di dalam negeranlg secara signifikan
mulai terjadi perdebatan-perdebatan yang mendodilagukannya revisi Pasal 9
Konstitusi 1947. Dengan direvisinya Pasal 9 Kouostitl947 tersebut diharapkan
bahwa Jepang akan lebih mudah untuk ‘menormalisasiibali negaranya tanpa
tersandung oleh larangan institusioffaSelain itu, Doktrin Yoshida yang selama
Perang Dingin menjadi dasar hubungan luar neg@ante juga mulai dibelokkan.
Dalam tulisannya’he New Global Politics of The Asia-Pacifdichael K. Connors
menjabarkan beberapa contoh dibelokkannya DoktoshiMa oleh Jepang pasca
Perang Dingin.

Pada Agustus 1990, Amerika meminta Jepang untulgimenbantuan dalam
Perang Teluk dan Operasi Penjaga Perdamaian. RddbeD 1990, Parlemen Jepang
berdebat mengenai pembuatan pasukan penjaga peéadasiiaar Pasukan Bela Diri
Jepang dan mengirim bantuan tersebut pada April.188bagai lanjutan dari hal itu,
pada Juni 1992 Parlemen Jepang meratifikasi undadgng yang berkaitan dengan
Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan operasi laidandnundang tersebut
memperbolehkan Pasukan Bela Diri Jepang berpasisigalam Operasi Penjaga
Perdamaian PBB serta operasi-operasi lain yangaliark dengan kemanusia&h.
Dengan disahkannya undang-undang baru tersebwt dgjihkannya pengiriman
Pasukan Bela Diri keluar Jepang, maka Jepang teleherobos interpretasi
undang-undang yang selama ini tidak pernah meng@ripengiriman Pasukan Bela
Diri keluar Jepang sebagai bagian dari diplomasthya

Contoh penyimpangan Jepang terhadap Doktrin Yoskmtag lain yaitu
bergabungnya Jepang dengan Amerika Serikat ddla@atre Missile Defencdan
Act on Terrorismserta pembelian perangkat-perangkat baru miliegrgdn tujuan
agar Jepang bisa memainkan peran tidak hanya aindaégerinya saja, melainkan
juga di luar negerinya. Perkembangan yang dilakudapang tersebut sangat
bertentangan dengan penolakan Jepang sebelum 188@an untuk tidak terlibat
dengan isu-isu keamanan di dunia internasionalirselamitmennya terhadap

Perjanjian Kerjasama Keamanan dengan Amerika Séfika

29 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 46.
% sandra R. LeavitOp. Cit, him 232.
31 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 44.
% bid. him 46.
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2.3. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca
Berakhirnya Perang Dingin 1991

Kondisi dunia internasional merupakan suatu halgyaangat sulit untuk
diprediksi. Banyak faktor yang cenderung tidak bahy namun hanya butuh satu
peristiwa saja untuk mengganti seluruh keadaang@ekata lain, suatu perubahan
yang sama sekali tidak pernah diduga maupun yadak tbisa diduga dapat
menyebabkan sebuah perubahan radikal terhadap uhggk kerjasama
internasional. Akhir dari Perang Dingin tahun 198&rupakan contoh konkrit dari
hal tersebut?

Perubahan fundamental pun terjadi pada dasar kehijluar negeri Jepang
pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Sebagaimang telah diuraikan pada
subbab sebelumnya, Jepang yang pada awalnya ndak terlalu terlibat dengan
kerjasama di bidang keamanan, mulai merubah paadagg pasca berakhirnya
Perang Dingin tersebut. Perdebatan-perdebatan mangmandemen pasal 9 dan
penyimpangan Dokitrin Yoshida pun turut mewarnaidisindalam negeri Jepang.
Dalam pembahasan selanjutnya akan dijabarkan mangeherapa peristiwa serta
perubahan yang terjadi di luar dan di dalam negepang yang menjadi faktor
penyebab berubahnya dasar kebijakan luar negeangep

2.3.1. Faktor Eksternal

Beberapa hal dan peristiwa di luar Jepang sebekrakbirnya Perang Dingin
memiliki peran besar dalam perubahan kebijakan |usggeri Jepang.
Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain Permintbarden-sharingdari Amerika
Serikat, Trauma Jepang terhadap Perang Teluk 1990-Faktor dari Cina dan dua

Korea, serta Konflik Laut Cina Selatan.

2.3.1.1. Permintaan Burden-sharing dari Amerika Serikat

Amerika Serikat resmi menjadi sekutu Jepang ketlepang kalah pada
Perang Dunia Il dan menandatangani Perjanjian RBost@agi Jepang, keberadaan
Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya memilikiyang sangat penting. Dalam
Japan’s Security Policy in the 19908kihiko Tanaka menyebutkan beberapa alasan
pentingnya aliansi dengan Amerika Serikat bagi dgpa

% Pamela J. Nod®p. Cit, him 148.
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Pertama, selain ancaman komunisme dari Uni Soattt,ancaman lain yang
cukup besar dari wilayah Asia Timur seperti nuklorea Utara dan pengembangan
militer yang terus dilakukan oleh Cina. Oleh karena aliansi dengan Amerika
Serikat akan sangat berguna apabila sewaktu-wakincah ancaman di wilayah
tersebut. Kedua, aliansi dengan Amerika Serikag@aberperan bagi Jepang untuk
membuktikan kepada sebagian besar negara-negaasabAliva Jepang tidak akan
menjadi negara militer seperti ketika Perang Duinta

DalamTreaty of Mutual Cooperation and Security betwebe United States
and Japaratau Perjanjian Kerjasama Mutual dan Keamanamaiaerika Serikat
dan Jepang yang direvisi pada tahun 1960, Jepangaséderjanji kepada Amerika
Serikat bahwa pihaknya akan bekerjasama ‘jika ditk#in’ dengan Amerika Serikat
apabila ada ancaman terhadap keamanan *Aslanji Jepang tersebut kemudian
benar-benar dimanfaatkan oleh Amerika Serikat [zdzedekade setelahnya dengan
diajukannya kerjasamaurden-sharingatau pembagian tugas kepada Jepang.

Sejak pertengahan 1960-an, Amerika Serikat menghgoersaingan yang
sulit dengan Uni Soviet dalam bidang militer. Arkari Serikat banyak
menghabiskan anggarannya untuk memperkuat meriamasmeya. Akibatnya,
militer Amerika Serikat mulai tidak sanggup untukemgediakan jaminan keamanan
kepada sekutu-sekutu terdekatnya, termasuk JéaBisisi lain, kondisi ekonomi
Jepang meningkat dan terus mengalami surpluslal tersebut menyebabkan
Amerika Serikat merasa sedikit frustrasi dengardéea Jepang yang bisa dengan
bebas mengurusi ekonominya sambil menikmati paykegmanan yang terus
diberikan oleh Amerika Serikat.

Pada awal 1980, Amerika Serikat akhirnya mengajsketu pembagian tugas
dengan Jepang terkait dengan keamanan dalam négpang®® Permintaan
Amerika Serikat tersebut ditanggapi Jepang dengasitip Pada tahun 1981,
Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa pihaknya s&mdongi jalur laut
Jepang sejauh 1000 mil pelayaran.

3 Japan's Security Policy in the 1996&h Akihiko Tanaka dalam Yoichi Funabasbp. Cit, him

42-43.

% Sandra R. LeavitOp. Cit, him 231.

% Japan's Role in Southeast Asian Security : Plust@nge Chaiwat Khamchoo. him 17.

37 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 39.

% Japan's Foreign Policy in the 1990s : From EconorBieperpower to what PowerReinhard
Drifte. him 67.

39 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 39.
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Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat menutup basgitemmya di Filipina,
mengurangi tentaranya di Korea Selatan dan Jepa@ggurangi program-program
latihan militernya dan memangkas bantuan militerrk@a Asia Tenggard’
Ketidakstabilan di wilayah Asia ini membuat Jepdmgyus mengambil langkah
untuk melindungi dalam negerinya. Sebagaimana ydisgmpaikan oleh Kato
Ryozo, Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikatwbaklalam kondisi yang
demikian, tidak ada pilihan paling baik dan reaigelain mengatur pembagian

tugas melaluburden-sharinglengan Amerika Serikat.

2.3.1.2. Trauma Jepang pasca Perang Teluk 1990-1991

Perang Teluk tahun 1990-1991 menjadi salah sattorfggenyebab Jepang
mengubah kebijakan luar negerinya pasca berakhieyang Dingin. Perang yang
berlangsung pada 2 Agustus 1990 sampai dengan®#8dfe1991 ini dimulai dari
invasi Irak ke Kuwait. Irak mengklaim bahwa Kuwaglah melebihi kuota dari
OPEC sehingga berakibat pada jatuhnya harga midyska dan kerugian bagi
ekonomi Irak. Pada krisis teluk ini, Persatuan Banlgangsa (PBB) membentuk
suatu koalisi yang beranggotakan 34 negara untuljata@kan operasi perdamaian
di wilayah tersebut?

Dalam Perang Teluk ini, Jepang diminta untuk twerta dalam pengiriman
tentara oleh Amerika Serikat dan dunia internadjor@nmun Jepang menanggapinya
dengan ragu-ragu karena beberapa alasan. Alasatamperadalah alasan
konstitusional. Jepang tidak memiliki pasukan laiang bisa dikirim keluar
negaranya selain Pasukan Bela Diri Jepang, sedank@astitusi tidak pernah
mengizinkan Pasukan Bela Diri tersebut untuk dikikieluar Jepang dengan alasan
apapurf® Alasan yang kedua adalah pertimbangan oposisiikpyahg dominan
terhadap penolakan pengiriman Pasukan Bela Dingkelvilayah Jepang serta
kurangnya asupan dana untuk mengirimkan pasukaehbigt. Alasan yang ketiga
adalah rasa khawatir Jepang terhadap sentimerpdsifik, terutama Cina dan dua
Korea terhadap militerisme Jepang apabila Jepangmengirimkan pasukannya ke
wilayah teluk. Alasan yang terakhir adalah Doktrioshida yang masih berlaku.

Apabila Jepang mengirimkan pasukannya, itu bebatiwa Jepang telah melanggar

0 Sandra R. LeavitOp. Cit, him 219.

1 Kato RyozoOp. Cit, him 24.

2 Gulf Warhttp://en.wikipedia.org/gulf_waiNovember 2009)
3 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 44.
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Doktrin Yoshida yang selama beberapa dekade teraldiah menjadi dasar
kebijakan luar negerinyd.

Setelah mendapatkan permintaan bantuan secara desimhmerika Serikat
dan dunia internasional melalui PBB pada Agustu80l%erjadi perdebatan yang
sangat alot dalam parlemen Jepang. Jepang akhdaryamenanggapi permintaan
Amerika Serikat dan PBB tersebut pada April 199hgd® mengirimkan bantuan
sebesar $13 milyar serta beberapa meriam dan kapahg> Namun demikian,
bantuan Jepang itu sama sekali tidak mengurangdeskaan dunia internasional
terhadap sikap Jepang dalam menanggapi Perang Teik1991*

Kekecewaan dunia internasional terhadap Jepangpbtgradalah sangat wajar
mengingat Jepang memiliki kepentingan yang begisab di wilayah Teluk.
Sebanyak 95% impor minyak bumi Jepang diambil Hawasan tersebut. Michael
Donnelly merangkum beberapa pendapat mengenai slkpang tersebut dari
masyarakat internasional’lf Japan is to take oil from the Persian Gulf,ig only
appropriate that it contributes and contributeslyuto multilateral, UN-sponsored
operations there.”’ Dari pernyataan yang dirangkum oleh Donnelly tensedapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat initena@sangat berharap bahwa
Jepang dapat berkontribusi secara penuh dalamahaBaltang Teluk 1990-1991.

Tidak hanya dari dunia internasional, kekecewaang yaendalam juga datang
dari Amerika Serikat sebagai sekutu utama Jepaaa Burvei yang dilakukan oleh
Washington Post-AB@ada 17 Maret 1992, sebanyak 30% warga Amerikikeder
kehilangan rasa hormatnya kepada Jepang karenp 3Ség@ang yang ragu-ragu
selama berlangsungnya Perang Teluk dan hanya 198 ysag menjawab
bertambah hormat kepada Jepang. Selain itu, paslesasiya Perang Teluk,
Amerika Serikat tidak mengundang Menteri Luar Negkayama ke Washington
untuk merayakan kemenangan sekutu, padahal sentwdaus@merika Serikat
termasuk negara-negara Eropa diundang untuk meaayaakhirnya Perang Teluk

tersebuf?®

4 Tokyo’s Policy Responses During the Gulf War arel lthpact of the “Iragi Shock” on Japan.

Courtney Purrington. him 167.

5 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 44.
6 Sandra R. LeavitOp. Cit, him 237.
47 Japan and Southeast Asia : Facing an Uncertain Funleh Michael Donnelly dan Richard

Stubbs dalanSoutheast Asia in the New World Order : PoliticabBomy of a Dynamic Regiobavid Wurfel.

8 Courtney PurringtorOp. Cit, him 169.
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Sentimen dari dunia internasional serta pengugitamy didapat Jepang dari
Amerika Serikat pada saat itu sangat membuat patabriJepang trauma dan
kehilangan muka. Dilatarbelakangi oleh hal terselalhirnya pada Juni 1992,
Parlemen Jepang meloloskan undang-undeag Concerning Cooperation for
United Nations Peace-keeping Operations and othger&ionsyang mengizinkan
Pasukan Bela Diri Jepargerpartisipasi dalam misi-misi Penjaga Perdamalah o
PBB*

Masalah yang dialami Jepang pada Perang Teluk enupakan bukti bahwa
kebijakan luar negeri Jepang sama sekali bukanédjakan yang dipersiapkan
untuk menghadapi keadaan darurat apabila PerangjrDirerakhir® Oleh karena
itu, pasca berakhirnya Perang Dingin pada umummga Herang Teluk pada
khususnya, Jepang mau tidak mau harus memikirkarb&ke kesesuaian kebijakan

luar negerinya dengan kondisi baru dunia intermesgio

2.3.1.3. Faktor Cina dan Dua Korea : Kebutuhan Jepang terhadap Kepastian
Stabilitas Regional pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991

Struktur dasar Perang Dingin membuat konflik-kdnfierta persaingan lokal
tidak terlihat. Dengan berakhirnya Perang Dingirykdur dasar tersebut pun hilang
dan menyisakan satu pertanyaan besar bagi JepgadtaA keunggulan Amerika
Serikat masih akan cukup kuat untuk mengatur Ko#kfbinflik lokal yang terjadi di
Asia Timur atau tidaR*

Selama Perang Dingin, Jepang berada di bawah genigan payung aliansi
dengan Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkpantgtidak harus menghadapi
isu-isu masa lalu, dalam hal ini adalah sentimertisen yang masih tersisa pada
Cina, Korea Utara dan Korea Selatan terutama mendeakejaman Jepang pada
masa Perang Dunia 1f. Namun hal tersebut berubah secara signifikan &etik
Perang Dingin berakhir. Jepang harus memikirkan degimhubungannya dengan
tiga negara tetangganya tersebut dalam kaitannygatekepentingan keamanan dan

stabilitas negaranya.

9 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 44. Sandra R. Leavitbp. Cit, him 238.

0 “Japan’s Foreign Policy Under Global Uncertaintpbguchi Takashilnternational Journalvol
46, no 2, Autumn 1991 dalam Courtney Purringtop. Cit, him 168.

1 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 43.

%2 |isa J. Sansoucyp. Cit, him 174.

%3 Japan in 1990 : Limits to Changkent E. Calder. him 32.
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a. Cina

Bagi para pembuat kebijakan di Jepang, ada satalamgang sangat familiar
terkait dengan berakhirnya Perang Dingin. Masaktsebut adalah bagaimana
caranya merangkul pusat kekuatan tradisional di fang disebut Cin¥. Beberapa
hal yang dilakukan Cina dalam tiga dekade ke belgkenenjadi salah satu
pertimbangan pentingnya Jepang untuk merangkul €#agai mitranya. Pertama,
Cina merupakan negara yang secara aktif mendukengegakan komunisme di
seluruh Asia Tenggara pada era 1960-an sampai 49.78edua, pasca Perang
Dunia II, Cina mengalami bentrokan militer dengabdrapa negara tetangganya,
yaitu India (1962), Uni Soviet (1969-1978) dan Y (1979). Ketiga, Cina
kembali mengalami bentrokan militer mengenai kldiaut Cina Selatan dengan
Filipina pada tahun 1980-an dan dengan Vietnam palkdan 1990-an. Keempat,
Cina berkolaborasi dengan Burma telah memperluagygrah Beijing sampai
dengan Teluk Bengal yang terletak di tenggara laidia utara Srilanka serta Laut
India yang merupakan jalur vital bagi minyak buepang’>

Jepang secara berangsur-angsur mulai menyadariydaBima baik bagi
ekonomi maupun keamanan negaranya. Kemajuan pesan dbidang ekonomi
yang dicapai oleh Cina merupakan persaingan sedaragsung untuk
memperebutkan sumber daya alam dan pasar Asialepgng® Sedangkan dari
sisi keamanan muncul ancaman antara lain modernmsgiter, pengembangan
aktivitas teknologi misil, serta pembangunan mikisepanjang Selat Taiwan yang
sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh €inBagi Jepang, alasan-alasan tersebut
menjadikan Cina menjadi saingan potenssaingaiteki tekiseikokwlan merupakan
sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Jepanghdaknentukan kebijakan luar
negerinya pasca berakhirnya Perang DiRgjin.
b. Korea Utara

Tidak ada ancaman yang bisa terjadi kapan sajakemgnanan Jepang selain
ancaman dari Korea Utara, terutama mengenai peragegab nuklir yang secara
terang-terangan dilakukan oleh Korea Utara. Padantal998, Korea Utara

mengarahkan percobaan misilnya ke arah Jepandh lagii keluarnya Korea Utara

> Lisa J. Sansoucp. Cit, him 169.

5 Sandra R. LeavitOp. Cit, him 220-221.
%% Reinhard DrifteOp. Cit, him 56.

" Lisa J. Sansoucyp. Cit, him 169.

*% Ibid. him 171.
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dari Perjanjian non-Pengembangan Senjata Nuklitadun 2003 dan klaimnya
terhadap pengembangan senjata nuklir secara g@mifinembuat Jepang merasa
perlu untuk merubah kebijakan luar negerifya.

c. Korea Selatan

Tidak seperti Cina atau Korea Utara, ancaman yahgddpi Jepang dari
Korea Selatan bukanlah persaingan ekonomi maupumayba dalam bidang
keamanan, melainkan lebih bersifat protes terhdddghal yang dilakukan oleh
Jepang. Sebagai contoh yaitu protes yang dilayangkeh Korea Selatan ketika
buku pelajaran yang disusun olédypan’s Nationalist Societyntuk perbaikan buku
pelajaran sejarah disetujui oleh pemerintah Jepadg April 2001.

Dalam buku pelajaran tersebut sama sekali tidaknticnkan bahwa Jepang
pernah menduduki Cina pada 1932 dan puluhan riboitavéAsia dipaksa untuk
menjadi pekerja seksual oleh kekuatan imperial dgp@hun 1930-an sampai
1940-an. Meskipun telah diprotes oleh Korea SeJatlepang menolak untuk
merevisi buku pelajaran tersebut. Hal ini mengakidra Seoul membatalkan latihan
militer gabungan bersama Tokyo yang sebelumnydn téieencanakan. Selain itu,
Dewan Nasional Korea Selatan juga mengesahkan ussglang meminta
pemerintahnya untuk memblokade kampanye Jepangk uktwsi di Dewan
Keamanan PBE’

2.3.1.4. Konflik Laut Cina Selatan

Sebanyak 90 persen perdagangan internasional Kdakmelalui jalur laut
dan 45 persen diantaranya menggunakan perairanQiaat Selatan sebagai jalur
utama. Selat Malaka yang terletak di Laut Cina t8alamerupakan jalur laut
tersibuk nomor dua di dunia setelah Selat Hormugzadiasan Timur Tengah. Lebih
dari 200 pulau-pulau kecil, batu-batuan, serta Batang yang berada di kepulauan
Spratly dan Paracel telah diklaim oleh enam negesia, yaitu Cina, Taiwan,
Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussafdm.

Setelah Perang Dingin berakhir, Jepang menyata&tartirikannya terhadap
perairan Laut Cina Selatan. Bagi Jepang, Laut (Getatan dan Selat Malaka

merupakan jalur yang sangat vital bagi perdagangarfapal-kapal tanker Jepang

him 415.

9 Michael K. ConnorsOp. Cit, him 43.
0 |isa J. Sansoucyp. Cit, him 163-164.
1 The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and ThehSBhina Sea Disputeloshua P. Rowan.
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yang melewati Laut Cina Selatan membawa lebih @@ripersen minyak bumi
Jepang. Dengan memakai perairan Laut Cina Seldigmang bisa menghindari
biaya yang besar serta waktu yang lama dibandingk@amgan menggunakan
perairan Indonesia melalui Laut Pasifik. Dari sugahdang Jepang, kestabilan di
Laut Cina Selatan juga sangat mempengaruhi keatabil wilayah Asia Tenggara
yang merupakan pasar terbesar bagi produk-prochangé’

Melalui Laut Cina Selatan pula, Jepang bisa merdtigin pengaruhnya di
kawasan Asia Timur seperti yang dinyatakan oleh Pang Er :

A Study of Japan’s interest and attitude toward $ipartly dispute is
also important because the issue may be seenimusltest of Japanese
foreign policy in the post-Cold War era. Japan a&spito play a
leadership role in world affairs, but if it is unNimg or unable to deal
actively with the potentially most destabilizingus in its own backyard,
Tokyo will find it difficult to claim the mantle ofégional let alone global
leadership®

Dari kutipan pernyataan Lam Peng Er tersebut, ddipglaiskan bahwa Jepang
ingin memainkan peran yang lebih besar pasca bengikhPerang Dingin dalam
dunia internasional. Namun demikian, hal terselugkt bisa dilaksanakan apabila
dalam lingkup lokal terutama kawasan Asia Timuretdah dahulu tidak bisa
dikuasai oleh Jepang. Laut Cina Selatan bisa menjadl yang baik bagi Jepang
untuk mulai menyebarkan pengaruh diplomatiknya dw&san Asia Timur
tersebuf?

Dalam usahanya untuk menambah pengaruh di kawssanTimur melalui
Laut Cina Selatan, Jepang lebih bersikap posittifagap klaim yang dilakukan oleh
negara-negara anggota ASEAN terhadap perairanbtérsibandingkan dengan
klaim yang dilakukan oleh CinZ sebagaimana yang telah dinyatakan oleh

®2 Ipid. him 431-432.
8 Japan and the Spratlys Dispute : Aspirations anitations.Lam Peng ErAsian Survey 36 : 10

(Oktober 1996)hIim 996.

& Joshua P. Rowa@p. Cit, him 432.
 Pada Februari 1992, Cina mengesahkan undang-ungang mengklaim kedaulatannya di

sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan Fagakaku di Okinawa. Pada April 1992, Deputi Anghkata
Laut Cina menegaskan bahwa saat ini adalah sagttgpat bagi Cina untuk menyesuaikan kembali gjrate
maritimnya dan lebih mengusahakan perbaikan suadga minyak dan gas di Laut Cina Selatan. ldpan’s
Foreign Policy in the 1990 : From Economic Superpow what power?Reinhard Drifte. him 58
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Nishihara Masashi :

“That sphere of influence notwithstanding, whenr@hivas reinforcing
its military installations on disputed islands imet South China Sea during
the 1990s, ASEAN demanded —and Japan supportedieimand— that

China act in accordance with established standafdsonduct.®®

Untuk mendukung usaha negara-negara anggota ASEAd¢but, Jepang
mempergunakan beberapa forum multilateral sep&EHAN Regional ForurfARF).
Melalui forum tersebut, Tokyo telah mengusahakarimqgkatan citranya di kawasan

Asia, terutama Asia TimJY.

2.3.2. Faktor Internal

Pada dasarnya, perubahan kebijakan luar negerndgepasca berakhirnya
Perang Dingin 1991 lebih banyak dipengaruhi olgktoiayang datang dari luar
negaranya. Pertimbangan-pertimbangan dalam negeg panyak dilakukan oleh
Jepang pada awal dekade 1990-an pun merupakan klarapg ditimbulkan oleh
peristiwa-peristiva penting yang terjadi di dunmernasional pasca berakhirnya
Perang Dingin 1991. Sebagai contoh konkrit yaielelparan fungsi Pasukan Bela
Diri yang terjadi karena pengaruh Perang Teluk amnintaarburden-sharinglari
Amerika Serikat yang menyebabkan Jepang mulaibtdridalam dialog-dialog
kawasan yang berkaitan dengan kerjasama bidangakeam

Besarnya pengaruh kondisi dunia internasional pdsmakhirnya Perang
Dingin 1991 juga disampaikan oleh Tahara Soictsemrang penulis dalam bidang

politik dan kebijakan luar negeri :

“... The United States needed Japan as an ally inGbkl War, and
learned to tolerate us, even though our manufanguguccess disrupted the
American Economy. But what will become of JapdhafBerlin Wall comes
down, and if the Cold War disappears? The answa&bious. Japan will

become unnecessary. Unless Japan develops its ositivp, acceptable

% Japan’s Political and Security Relations with ASEANKh Nishihara Masashi dalam Pamela J.
Noda.Op. Cit, him 156.
67 Joshua P. Rowamp. Cit, him 432.
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strategy about what kind of a role it should playthe world... America an

many other countries as well will turn more and magainst us.?®

Melalui pernyataan Tahara tersebut, dapat dipahzahiva sebenarnya a

kekhawatiran yang cukup besar dari dalam negemnip@mpabila Perang Ding

berakhir. Jepang mempertanyakan posisinya di dateanasional serta pandanc

Amerika Serikat yang munin akan berubah terhadap posisi Jepang se

sekutunya jika sewak-waktu Tembok Berlin sebagai simbol Perang Dingimtub.

Jika hal tersebut terjadi, Jepang hanya bisa mafigiddalam negerinya deng

mengembangkan peran yang lebih positif di dalania internasional. Didasari ol¢

kekhawatiran tersebut, pendapat dalam negeri Jepam@i mengalami sua

perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 1¢

TREIF 2 AFAE

TR R 1 AFAE

TR OF 2 AAE

FRlLE 1 RIFE

FRELSE 1 BFE

S | O =

EZLER

(2,156.40

(2,082.40

(2,114 .40

(38,4614

(2,.1268)

(1,B57A)

[VEE ]

( BE4AD

=il

r

BT 5

L}
il
EEATE

—

&3]

-

—fFie Bivady FhEah BFiTa
-~ R Bizig
K ) [

1] 1] T a0 an 1onEs

Gambar. Survei Menteri Pertahanan Jepang mengemdaR Kontra dalam negeri Jepang terhe

meningkatnya partisipasi Jepang dalam peran irgeynal tahun 200%°

% Nichibei Anpojyouyaku wa ippoutekini Hakisar.” Tahara SoichiroUshic, Januari 1990.
8 Jieitai-Bouei Mondai ni Kansuru Yoron Chou

http://www.mod.go.jp/j/library/bou-mondai/1-index.htnfJuni 2009)
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Survei yang dilaksanakan ol&finistry of Defensdepang sejak tahun 1991
sampai dengan tahun 2006 menunjukkan bahwa presem@asyarakat Jepang yang

setuju apabila Jepang meningkatkan perannya dalansu keamanan internasional

AU

semakin meningkat. Berdasarkan survei tersebugtdiipnalisa bahwa padé-f%

3 (Heisei 3) atau tahun 1991 penanggalan masehi2d®6 orang responden, 25,7

S At

persen diantaranya menyatakdp%atau setuju apabila Jepang meningkatkan

perannya di dunia internasional. Pada tahun-tateriklinya, presentase tersebut
terus meningkat menjadi 26,2 persen di tahun Héig¢B94); 39,0 persen di tahun
Heisei 9 (1997); 50,1 persen di tahun Heisei 120@0lan 61,7 persen di tahun
Heisei 15 (2006).
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PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAPASEAN
PADA MASA PERANG DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA
PERANG DINGIN (1973-1993)

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebgunkebijakan luar
negeri Jepang secara umum telah berubah secardikaignpasca berakhirnya
Perang Dingin di tahun 1991. Perubahan kebijakanegeri Jepang tersebut juga
berdampak pada pola kerjasama Jepang dengan @gjabiangsa-bangsa Asia
Tenggara atau ASEAN yang telah terjalin selamarngiiabin empat dekade sejak
tahun 1970-an. Beberapa contoh seperti perluasgaséma serta penambahan
agenda kerjasama kedua pihak turut mewarnai peamb&kbijakan luar negeri
Jepang terhadap ASEAN tersebut.

Pada pembahasan selanjutnya, akan dijabarkan nenkebijakan Jepang
terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin serta peanbgang terjadi ketika
Perang Dingin tersebut berakhir di tahun 1991. Nansebelum membahas hal
tersebut, sebagai gambaran akan diuraikan secagkasi mengenai sejarah
hubungan kedua pihak sejak dibentuknya ASEAN pabart 1967 sampai dengan
terbentuknya Forum ASEAN-Jepang di tahun 1977.

3.1. Ikhtisar Sejarah Hubungan Jepang-ASEAN

Secara historis, hubungan Jepang dengan Asia Tengganiliki sejarah yang
kelam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, &gdberegara Asia Tenggara
pada tahun 1940-an pernah merasakan masa penjajdbpang! Pada
kenyataannya, penjajahan tersebut masih meninggdlika yang mendalam bagi
masyarakat Asia Tenggara, tua atau muda, kaurmaiipun non-elit sampai dengan
akhir 1980-arf. Hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingayéalalam
kurang lebih 3 tahun masa penjajahan, banyak kojibenyang jatuh serta tidak
sedikit sumber daya alam negara-negara Asia Teaggang telah dieksploitasi oleh
Jepang.

Kontak pertama Jepang dengan Asia Tenggara paseagPBunia Il baru

! pada tahun 1942, tentara Jepang menyapu selurizh Temggara, menduduki Hongkong dan

delapan negara Asia Tenggara. Hanya Thailand yargtat bebas dari pendudukan Jepang pada masa itu.
Selain itu, Korea dan Taiwan serta sebagian beisarjGga telah berada di tangan Jepang. Secara, hanpir
semua bagian Asia Tenggara dan Asia Timur beratawiah kendali Jepang dari tahun 1942-1945. Lihd&a

R. Leavitt.Op. Cit, him 227.

2 Ibid. him 216.
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dimulai lagi sekitar tahun 1950-an, namun pada gadiubungan keduanya hanya
berkisar mengenai masalah pengembalian pampasamgpeleh Jepany.Pada
masa-masa awal terbentuknya ASEAN di tahun 196haimiepang terhadap
wilayah Asia Tenggara dapat dikatakan tidak terldlesar. Walaupun telah
disampaikan secara resmi oleh Menteri Luar Negelohesia Adam Malik, bahwa
ASEAN akan mempertimbangkan partisipasi serta kan@ dengan Jepang pada
saat dibentuknya ASEAN, namun pada kenyataanngansebertahun-tahun Jepang
tidak terlalu menaruh minat pada kawasan tersebeitagai contoh adalah pidato
Perdana Menteri Satou di depan parlemen Jepang pdakesember 1967. Satou
jelas-jelas tidak menyebutkan mengenai ASEAN walaupada kenyataannya la
baru saja mengadakan kunjungan kenegaraan ke kawssaTenggaré.

Barulah pada tahun 1971 tepat ketika Deklarasi &uampur dideklarasikan,
Jepang menyampaikan secara resmi pengakuannyaldpriéé®EAN sebagai salah
satu organisasi internasional.Pengakuan Jepang terhadap ASEAN tersebut
kemudian kembali diperkuat oleh Jepang dengan d#mafa ASEAN sebagai
organisasi regional utama di Asia Tenggara padsi é6i72Diplomatic Bluebook
Kementrian Luar Negeri Jepafdyaga Gaikou no Kinkyd)

Namun demikian, pasca diakuinya ASEAN sebagai asgan internasional
oleh Jepang, bukan berarti bahwa hubungan antadaakga berjalan tanpa
hambatan. Contoh konkrit yang menjadikan hubung@aidg dan ASEAN menjadi
sulit pada awalnya adalah adanya kritik dari neg@&@ara Asia Tenggara terutama
Malaysia di tahun 1973. Kritik yang dilayangkan latta mengenai kebijakan
produksi karet sintesis Jepang yang merugikan padkaret alam negara-negara
Asia Tenggara. Masalah ini kemudian pada akhirngmbawa Jepang dan Asia
Tenggara bertemu dalam suatu dialog formal untukape kalinya dengan nama
Synthetic Rubber Forunatau Forum Karet Sintesis. Forum inilah yang pada

akhirnya akan menjadi cikal bakal Forum ASEAN-Jepdalam lingkup yang lebih

¥ ASEAN-Japan Relations : The Underpinning of EagrmBeace and Stabilityleh Jusuf Wanandi
dalam Pamela J. Nod@p. Cit, him 3.

* ASEAN and Japan : More than Economitsh Alan Rix dalamAlison Broinowski.Op. Cit, him
178.

® Deklarasi Kuala Lumpur 1971 merupakan deklarasigyherisi mengenai pernyataan netralitas
negara-negara ASEAN dari suatu paham. Jepang yadg paat itu sedang gencar-gencarnya melakukan
pembangunan ekonomi, merasa tertarik dengan diumunya Deklarasi Kuala Lumpur. Hal tersebut
dikarenakan adanya anggapan Jepang bahwa mel&larai tersebut, paham komunisme tidak akan mksuk
wilayah Asia Tenggara dan tidak akan membahayatabili|as ekonomi negaranya. Lih Okabe Tatsudp.
Cit., him 73.

® ASEAN and Japan : More than Economii&n Rix. him 178.
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formal.” Sepanjang sejarahnya, sebagai tahap pertama kentaka Jepang dan
ASEAN selaku organisasi regional, Forum Karet Siisteéni hanya dilaksanakan
selama tiga kali.

Pertemuan yang pertama dilaksanakan di Pattayalamtigpada April 1973.
Pada Forum yang pertama ini, hadir Kementrian LNageri dari enam negara
anggota ASEAN dan juga perwakilan dari Kementrianail Negeri Jepang.
Malaysia, yang memang sejak awal merupakan peldaor Forum ini, secara
ekstrim mengajukan proposal yang menjelaskan pgsisialam melawan ekspansi
industri karet sintesis Jepang yang tidak pandang. lbalam waktu kurang lebih
dua hari masalah karet sintesis tersebut diperbgi@n, namun sayang belum
menemukan titik terang. Jepang tetap bersikeragatependiriannya, begitu pula
dari pihak ASEAN. Oleh karena itu, kedua pihak getwntuk diadakan kembali
pertemuan serupa dalam waktu dekat untuk kembatiyelesaikan permasalahan
mengenai karet sintesis tersebut.

Sebagai lanjutan dari Forum Karet Sintesis yandape, pada November
1973 di Tokyo dan Februari 1974 di Kuala Lumpumnkeli diadakan Forum yang
kedua dan ketiga. Pada forum yang kedua dan kitigidak seperti pada forum
pertama, reaksi Jepang terhadap tuntutan negaesendgia Tenggara jauh lebih
lunak? Pada pertemuan kedua, Jepang setuju untuk menigrhima produksi karet
sintesisnya tidak akan merugikan pasar karet alegana-negara Asia Tenggara.
Kemudian pada pertemuan yang Kketiga, Jepang alkhinmenyetujui untuk
memberikan bantuan teknis kepada produksi kar@hdiland dan bantuan sebesar
600 juta yen untuk Malaysia dalam rangka pengemémaimgdustri ban karéf.

Beberapa ahli menyatakan asumsinya mengenai sebab-smelunaknya
sikap Jepang terhadap ASEAN tersebut. Dalam bukiihganternational Relations
of Japan and Southeast Asia : Forging a New RedismaSudo menuliskan bahwa
ada beberapa faktor yang mendorong Jepang untukpereahankan hubungannya
dengan Asia Tenggara di awal tahun 1970-an. Saalmga adalah kepentingan
Jepang terhadap komoditi minyak bumi. Di tahun 19¥ikia tengah digoncang

dengan krisis global yang mengakibatkan naiknyagdaminyak bumi secara

him 35.

" Alison Broinowski.Op. Cit, him 180.
8 The International Relations of Japan and Southéas : Forging a New RegionalisiBueo Sudo.

° Ibid.
10" Alan Rix. Op. Cit, him 180.

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Dhini Afiatanti, FIB Ul, 2010



31

signifikan. Hal tersebut membuat Jepang khawaéibab naiknya harga minyak

bumi secara otomatis akan berdampak pada induasiustri Jepang, terutama karet
sintesisnya. Pada dekade 1970-an, komoditi kanezsss adalah salah satu komoditi
yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan olemglepapang pada saat itu
kemudian berusaha untuk menghindari terjadinyasifrilengan negara-negara Asia
Tenggara, dalam hal ini terutama dengan Indonesgggingat Indonesia ketika itu

adalah negara penyuplai minyak bumi terbesar kenggp

Pendapat lain mengenai pentingnya minyak bumi bagpang juga
diungkapkan oleh Hero U. Kuntjoro-Jakti. Menurutnkasis minyak yang melanda
dunia pada 1973 membuat Jepang merasa perlu urgagamankan jalur suplai
minyak mentah terutama yang berasal dari Persilefgand? Lebih dari 70 persen
minyak yang diimpor Jepang dari Timur Tengah dikirmelalui perairan Asia
Tenggara, yaitu melalui Selat Malaka dan Selat Laknienurut suatu penelitian,
Jepang bisa menghemat sekitar US$340 juta dengagimeor minyak mentah
melalui selat-selat tersebtit.Selain itu, Asia Tenggara memiliki populasi lelri
lima ratus lima juta penduduk atau sekitar lima ki@dri penduduk Jepang. Pasar
serta potensi Asia Tenggara bagi barang-barangugsodepang merupakan sesuatu
yang sangat menarik. Hal inilah yang membuat keberadaan Asia Tenggerta s
ASEAN sebagai organisasi regional di dalamnya ntgrjal yang sangat penting
bagi Jepang untuk dipertahankan.

Selain kepentingannya terhadap komoditi minyak bdam juga perairan Asia
Tenggara, perhatian Jepang terhadap Asia TenggeraAS8EAN juga dipicu oleh
beberapa kerusuhan yang terjadi di wilayah tersefemtitama di Bangkok dan
Jakarta ketika kunjungan Perdana Menteri Tanakau®&alada Januari 1974.
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Bangkek dakarta tersebut
menyuarakan penolakan terhadap kerjasama kembajadelepang dengan alasan
imperialis ekonomi Jepang sebagai bentuk kolomiaisbaru® Tahap ini
merupakan tahap yang krusial bagi hubungan JepancA@EAN. Dengan adanya

1 Japan’s Asia Policy : Regional Policy and GlobaldrestWolf Mendl. him 100.

12 pertumbuhan Jepang dan setelah menjadi kaya : ké &Peran Internasional” yang mana?.
Hero U. Kuntjoro-Jakti. Prisma No. 3 Maret 198Imh17-48.

3 The Straits of Malacca : International Cooperatiom Trade Funding and Navigational Safety.
Hamzah Ahmad. him 12.

14 Japan’s Political and Security Relations with ASEaNh Nishihara Masashi dalaRPamela J.
Noda.Op. Cit, him 156.

'* Ibid. him 76.

Universitas Indonesia
Perubahan kebijakan..., Dhini Afiatanti, FIB Ul, 2010



32

kerusuhan-kerusuhan tersebut, Jepang dibuat mdamkirulang mengenai
hubungannya dengan Asia Tengg4ra.

Ketertarikan dan kepentingan Jepang terhadap wWil&gsa Tenggara kembali
bertambah pada April 1975. Tepat ketika tiga nedradacina, yaitu Vietham, Laos
dan Kamboja berubah menjadi komunis, Jepang lantas/adari peran ASEAN di
kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah sistem keamdalam rangka
membendung pengaruh komunisthelepang mengharapkan bahwa ASEAN akan
berkontribusi dalam promosi stabilisasi wilayah @sienggara dalam naungan
kerjasama yang damai dengan negara-negara Indasmhingga tidak akan
mengganggu stabilitas ekonomi Jepang.

Beberapa kejadian di Asia Tenggara yang menunttanpkebih aktif dari
Jepang seperti yang telah dipaparkan di atas mabiah Jepang, khususnya
Perdana Menteri Fukuda, mulai mengambil langkaltodipsi yang lebih aktif di
kawasan tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 197 udBukenyampaikan tiga poin
penting dalam pidatonya yang berkaitan dengan &iedon luar negeri Jepang
terhadap Asia Tenggara. Pidato ini kemudian dikeebBbgai Doktrin Fukuda 1977.
Doktrin Fukuda 1977 tersebut dikatakan sebagaiaetouning pointatau titik tolak
bagi kelanjutan hubungan Jepang dengan ASEARWiga poin Doktrin Fukuda
1977 antara lain sebagai berikut :

1. Jepang menolak peran militer dan memutuskan untrkobtribusi
terhadap perdamaian dan kesejahteraan Asia Tenggara

2. Jepang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyatukaumngan
kepercayaan mutual berdasarkan pengehgant to heart

3. Jepang akan menjadi mitra yang setara bagi ASEANnégara-negara
anggotanya, akan bekerja sama secara positif umbgknelihara
hubungan berdasarkan pengertian mutual denganazaggara Indocina,
dan akan berkontribusi kepada pembangunan perdamaian

kesejahteraan di seluruh Asia Tenggara.

16 Okabe TatsumiOp. Cit, him 74.
7 Ibid.
18 Daojiong ZhaOp. Cit, him 130.
9 Ibid.
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3.2. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin
(1973-1991)

Selama berlangsungnya Perang Dingin 1945-1991,adarna serta
dialog-dialog yang dilakukan oleh Jepang dan ASEz&lagian besar didominasi
oleh isu-isu ekononf® Hampir tidak ada kerjasama dalam bidang yang kerka
dengan isu-isu keamanan dan stabilitas wilayalmt@dira keduanya.

Menurut Sandra R. Leavitt dalam tulisannya yangjublet The Lack of
Security Cooperation between Southeast Asia andnJajyen Yes, Pax Nippon No
terdapat dua penjelasan umum yang menyebabkandayarkerjasama di bidang
keamanan antara Jepang dan ASEAN pada masa Peragig. [Pertama, masih ada
memori kolektif di antara masyarakat Asia Tenggéwasendiri akan pendudukan
dan kekejaman Jepang yang terjadi pada masa P&amg@ Il. Kedua, adanya
halangan bagi Jepang yang berupa institusi ataungangan yang berlaku di
Jepand® Di antara perundangan itu antara lain adalah Rakahstitusi Meiji 1947
dan Perjanjian Kerjasama Mutual dan Keamanan deAggetika Serikat 1966

Selama Perang Dingin, Jepang cenderung menergpkesip Seikei Bunri
dalam menjalin kerjasama dengan ASEAReikei Bunri merupakan prinsip
pemisahan ekonomi dari politik, termasuk di dalaenierjasama dalam bidang
keamanan yang menjadi kunci operasional pemeridétang dalam berinteraksi
dengan ASEAN? Bahkan menariknya, Jepang secara tegas menolésier
formal dalam bidang keamanan dan militer dengan ANS$E Jepang hanya
bekerjasama dalam bidang keamanan jika hal terdedrkinitan dengan masalah
ekonomi negaranya dan bukan bantuan militer séaagsund’*

Hal tersebut dibuktikan dari beberapa kebijakangy diberlakukan oleh
Perdana Menteri Jepang selama Perang Dingin serfaskma-kerjasama nyata

yang dilakukan oleh kedua pihak melalui Forum ASE2dpang.

3.2.1. Kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap ASEAN pada
Masa Perang Dingin (1973-1991)

Selama berlangsungnya Perang Dingin, tercatat agasateorang Perdana

% Daojiong Zha.Op. Cit, him 132 danASEAN' Political and Security Relations with Jagdeh
Mohamed Jawhar bin Hassan dalam Pamela J. NguleCit, him 146

2 sandra R. LeavitOp. Cit, him 217.

*2 |pid. him 223-224.

% Daojiong ZhaOp. Cit, him 84

24 Chaiwat KhamchodOp. Cit, him 12-13
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Menteri Jepang yang berperan dalam peningkatan nigaou dengan ASEAN.

Keempat Perdana Menteri tersebut antara lain FuKbmleo, Suzuki Zenko,

Nakasone Yasuhiro dan Takeshita Noboru. Dalam m@mg&ningkatkan kerjasama
Jepang dengan ASEAN, para Perdana Menteri tergaul#t umumnya melakukan
kunjungan kenegaraan ke negara-negara anggota ASEAN

a. Fukuda Takeo (24 Desember 1976 — 7 Desember 1978)

Fukuda Takeo melakukan kunjungan kenegaraannyal&gal Asia Tenggara
pada bulan Agustus 1977. Seperti yang telah dik@mapada bagian sebelumnya,
dalam kunjungannya ini, Fukuda menyampaikan tiga doktrinnya yang menjadi
tonggak penting hubungan Jepang dengan ASEAN. Tidalkya itu saja, dalam
kunjungannya tersebut, Fukuda juga melembagakam damtuan untuk sektor
kultural serta menandatangani beberapa proyek iridfis
b. Suzuki Zenko (17 Juli 1980 — 27 November 1982 )

Perdana Menteri Suzuki Zenko melakukan kunjungan nkgara-negara
ASEAN pada Januari 1981. Tujuan utama diadakanoygukgan kenegaraan oleh
Suzuki adalah untuk membangun pemikiran bersama ledoersamaan dalam
kerjasama dengan ASEAN. Dalam kunjungannya, Perdilemteri Suzuki
melembagakan beberapa badan sep&rthan Resource Centre, Trade-Investment
Tourism Centreserta mempromosikan program studi regidhal.

Selain itu, dalam pidato utamanya di Bangkok, adbebapa poin penting

yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Suankara lain :

1. Jepang tidak akan memainkan peranan militer dalamukitas
internasional

2. Jepang akan memainkan peranan politik untuk membaelestarian
perdamaian dunia, setaraf dengan status Jepangtataakomunitas
negara-negara di dunia

3. Jepang akan menekankan empat area dalam kebijabgasdma
ekonominya antara lain pengembangan wilayah pedelardan
promosi pertanian, pengembangan sumber daya epergiembangan

sumber daya manusia, serta promosi usaha kecrhéaengah.

% Sueo SudaOp. Cit, him 42.
% bid.
7 |bid.
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Pidato Suzuki tersebut bertujuan untuk menjelasiemara lebih rinci Doktrin
Fukuda yang telah disampaikan oleh pendahulunyaseltet lima tahun
sebelumny&® Dapat dilihat bahwa dalam pidato Suzuki terseBepang sangat
menekankan penolakannya terhadap peran militerrngsenal dan lebih
mementingkan pengembangan sektor-sektor komersial.

c. Nakasone Yasuhiro ( 27 November 1982 — 6 Novem®&@r 1

Dua tahun setelah kunjungan Suzuki, pada April-V@83, Jepang melalui
Perdana Menteri Nakasone kembali melakukan kunjukgsegaraan ke kawasan
Asia Tenggara. Tujuan utama kunjungan Nakasonealdahtuk membangun
kerjasama serta hubungan yang lebih dalam dan ledklbh antara Jepang dan
ASEAN.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Kuala Lumpurak&sone
menyampaikan proposal yang terkait dengan kerjasadaang industri dan budaya.

Inti dari proposal tersebut antara lain :

1. Peningkatan lima puluh persen dalam lingkup kuotadyk industri
ASEAN dimulai dari tahun 1984

2. Pengaktifan kembali program bantuan Jepang babapem peralatan
dan perlengkapan industri perusahaan-perusahaaARSE

3. Undangan untuk 150 pemuda-pemudi ASEAN untuk mejugign
Jepang tiap tahunnya dalam rangkhort stay dan peluncuran
kerjasama IPTEK ASEAN-Jepafig

d. Takeshita Noboru ( 6 November 1987 — 3 Juni 1989)

Dalam kunjungannya ke negara-negara ASEAN padantdl989, Perdana
Menteri Takeshita, selayaknya para pendahulunya fungnyampaikan pidato utama
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas huburggang dengan ASEAN.
Dalam pidatonya, Takeshita menyatakan bahwa iKa¢atiasarkan hubungahéart
to heart yang disampaikan oleh Fukuda dalam doktrinnyaakgrlebih sepuluh

tahun yang lalu, masih terus akan menjadi landdaaar kebijakan Jepangs-a-vis

% From Fukuda to Takeshita : A Decade of Japan-ASER&Mtionsoleh Sueo Sudo daladapan
and South East Asia vol @/olf Mendl. him 170-171.
# |bid. him 171.
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terhadap ASEAN?
Selain menegaskan kembali dashedrt to heart tersebut, poin penting lain

yang disampaikan Takeshita adalah sebagai berikut :

1. Jepang akan menguatkan daya pulih ASEAN

2. Jepang akan mempromosikan koordinasi politik antepang dan
ASEAN

3. Jepang akan mempromosikan pertukaran budaya

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa keaijgtebijakan yang
diterapkan oleh Jepang terhadap ASEAN melalui Perdslenterinya hampir
semuanya didominasi oleh sektor-sektor komers@rsieekonomi dan perdagangan

maupun pertukaran kebudayaan.

3.22. Forum ASEAN-Jepang Pertama sampai ke-12

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, FAREAN-Jepang yang
sampai dengan masa kontemporer ini rutin dilaksamateh ASEAN dan Jepang
pada awalnya hanyalah forum non-formal yang bestujmembicarakan masalah
perdagangan karet sinteStsPada Maret 1977 di Manila, Jepang setuju untuk
mengakhiri secara resmi Forum Karet Sintesis dedgaentuknya forum baru yang
dinamakan Forum ASEAN-Jepang.

Dalam Nihon-ASEAN Foramu : Keizai to Gaikouakehiko Nakayama
menyebutkarbahwa ada tiga tujuan utama pembentukan Forum ASEgdng di
tahun 1977, antara lain :

1. Untuk memudahkan formulasi mengenai keputusan-kepuat dalam
jangkauan kerjasama antara ASEAN dan Jepang,

2. Untuk mempermudah pemeriksaan ulang dan pengavdatam kerja
sama keduanya, serta,

3. Untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan yangraeya akan

%0 Sueo SudaOp. Cit, him 38.
31 From Fukuda to Takeshita : A Decade of Japan-ASER&Mtionsoleh Sueo Sudo daladapan
and Southeast Asia volume\VEolf Mendl. him 174.
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mencapai tujuan berupa pengembangan kerjadama.

Perlu diketahui bahwa sampai dengan Forum JepaighANS/ang ke-12 pada
tahun 1990 di Tokyo, agenda kerjasama Jepang daBAKWNShanya berkisar
mengenai hubungan ekonomi, perdagangan, teknolega gertukaran budaya.
Jepang dan ASEAN sendiri secara tegas tidak peneahasukkan agenda mengenai
bidang keamanan dan stabilitas wilayaHJntuk membuktikan hal tersebut, pada
penjelasan berikutnya akan dijabarkan mengenah&lahpa saja yang dibicarakan
dalam Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampai derngag ke-12 yang
merupakan Forum ASEAN-Jepang yang dilaksanakanmseléerlangsungnya
Perang Dingin.

a. Forum ASEAN-Jepang Pertarifa

Forum ASEAN-Jepang pertama diselenggarakan padaMa@®@t 1977 di
Jakarta. Forum ASEAN-Jepang yang pertama ini sgkalimenjadi tonggak
diakhirinya Forum Karet Sintesis dan menjadi fordiskusi formal yang pertama
antara Jepang dan ASEAN.

Dalam diskusi pertama ini, ASEAN dan Jepang sepakdatik meninjau
kembali, memantau dan merekomendasikan undang-gnglama menguatkan dan
mengembangkan kerjasama khususnya dalam bidangemp&aggan industri,
perdagangan serta makanan dan pertanian. Selaidejpang menyatakan bahwa
pihaknya akan mendukung secara penuh ASEAN dalagkaapemulihan ekonomi
regional serta membantu percepatan ekonomi negmara anggota ASEAN.

b. Forum ASEAN-Jepang kedua sampai dengan keempat

Menurut sumber yang didapat d&$SEAN Document Series 1967-19&thg
diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN, tidak ada catamaupun rekaman mengenai
Forum ASEAN-Jepang yang kedua sampai dengan yaempa>> Hal tersebut
juga dipertegas dalam situs resmi ASEAN bahwa tiddik dokumen resmi yang
dikeluarkan terkait dengan Forum ASEAN-Jepang yeedpa sampai dengan yang

keempat®

32 Nihon-ASEAN Foramu : Keizai to Gaikolakehiko Nishiyama. him 36-40.
33 Alison Browinowski.Op. Cit, him 169.

3 ASEAN Document Series 1967-1988 third editidm 534.

% Ibid. him 22.

% ASEAN-Japan Forunhttp://www.aseansec.org/5763.h{Besember 2009)
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c. Forum ASEAN-Jepang kelima

Forum ASEAN-Jepang yang kelima diselenggarakan @820 Januari 1982
di Jakarta. Selama kurang lebih tiga hari pelaksandiskusi banyak didominasi
oleh sektor-sektor komersial seperti bidang pemdgga dan komoditas, investasi,
ekonomi, kerjasama keuangan dan teknis perkap&lmkusi juga menyinggung
sedikit mengenai masalah kerjasama kebudayaan.

Dalam Forum ini, pihak Jepang setuju untuk memmdrdingkan dan
mengeksplor kemungkinan pemberian bantuan terhaidapg-bidang penghematan
energi yang telah diminta oleh ASEAN sebelumnyaaiSeitu, dikatakan oleh
ASEAN bahwa pihaknya akan mempertimbangkan proptBkn for ASEAN
Regional Studies Promotion Programmng diajukan oleh Jepang.

d. Forum ASEAN-Jepang keendi

Forum ASEAN-Jepang yang keenam dilaksanakan did,0R§-29 Mei 1983.
Dalam forum ini dibicarakan beberapa bidang kenesantara lain, perdagangan
dan komoditas, investasi, ekonomi dan kerjasamaigelkerjasama kebudayaan
serta kerjasama dalam bidang IPTEK. Selain itu, ASEdan Jepang juga
menyetujui untuk mengeksplorasi kemungkinan leauhjpromosi kerjasama dalam
bidang pengembangan pertanian serta pengembanggi. en
e. Forum ASEAN-Jepang ketujtth

Forum ASEAN-Jepang yang ketujuh dilaksanakan di Bata tanggal 4-6
Oktober 1984. Diskusi dalam forum yang ketujuh membicarakan mengenai
beberapa bidang-bidang kerjasama antara lain, gandgan dan komoditas,
investasi, industri, keuangan, ekonomi, sosial,tasekerjasama teknis dan
proposal baru dalam bidang pertanian, IPTEK darg@eangan area sosial oleh
ASEAN kepada Jepang.

f.  Forum ASEAN-Jepang kedelapén

Forum ASEAN-Jepang yang kedelapan diselenggarakda panggal 23-24
Juli 1986 di Tokyo. Dalam pertemuan yang berlangsselama dua hari ini, dibahas
mengenai beberapa masalah dan bidang kerjasamea daita situasi ekonomi

internasional, perdagangan dan komoditas utameasiasi, ekonomi dan budaya.

37 bid. him 535-536.
% |bid. him 537-538.
%9 |bid. him 539-540.
0 1bid. him 541-542.
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Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkattaan investasi Jepang ke
ASEAN dan ekspor ASEAN ke Jepang, mendorong wisatawari Jepang ke
negara-negara ASEAN dan mengembangkan kembali sken@ dalam bidang
IPTEK.

g. Forum ASEAN-Jepang kesembifan

Forum ASEAN-Jepang yang kesembilan diadakan di kéelMalaysia pada
tanggal 22-23 Juli 1987. Pertemuan kali ini membabi@ang-bidang kerjasama
seperti isu-isu spesifik dalam bidang perdagangan kbmoditas utama, investasi
dan kerjasama industri;The New Round of Multilateral Trade Negotiatign”
kerjasama ekonomi, budaya serta IPTEK. Selaimp#guemuan juga memperbaharui
Agreement on ASEAN Promotion Cenffd’C) untuk periode Mei 1987 sampai
dengan Mei 1992.

h. Forum ASEAN-Jepang kesepufidh

Forum ASEAN-Jepang yang kesepuluh ini diselenggaratanggal 21-22
September di Tokyo. Dalam forum kali ini, dibicasakmengenai tema-tema yang
berkaitan dengan keuntungan mutual sepémiguay Round of Multilateral Trade
Negotiations perdagangan dan komoditas, investasi dan kermsadustrial serta
kerjasama dan pengembangan kebudayaan.

Dalam rapat kali ini juga dilakukan peluncurASEAN-Japan Development
Fund (AJDF) dan the Japan-ASEAN Comprehensive Exchange Programme
(JACEP). Selain itu, dilakukan penyambutan kebijpkionomi baru Jepang dalam
rangka menciptakan iklim yang nyaman dalam duniaggangan, menyediakan
akses pasar serta memainkan peran yang lebih dedaim pertumbuhan wilayah
Asia-Pasifik.

i. Forum ASEAN-Jepang ke-11

Forum ASEAN-Jepang yang ke-11 diadakan di Manildaptanggal 3-4
Oktober 1989. Forum ASEAN-Jepang yang kesebelakambali membicarakan
mengenai isu-isu khusus dalam ekonomi internasialeaigan fokus perhatian
kepadalUruguay Round of Multilateral Trade Negotiatior&elain itu, hal lain yang
juga turut mendapat perhatian adalah isu-isu déialang perdagangan, komoditas,

investasi, industri, dan keuangan.

1 |bid. him 543-544.
42 ASEAN Document Series 1988-1989 supplementargmeditm 89-90.
43 ASEAN Document Series 1989-1991 supplementargreditm 65-67.
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Dalam pertemuan kali ini, ASEAN juga mengharapkamvia Jepang dan
ASEAN bisa bekerja bersama dalam pengembangansketm ekonomi regional
serta mengembangkan kebutuhan ASEAN dalam bid&ngltei.

j. Forum ASEAN-Jepang ke-12

Forum ASEAN-Jepang ke-12 dilaksanakan pada 19-ZfieSwer 1990 di
Tokyo. Pertemuan menitikberatkan pembicaraan mexdpdang-bidang kerjasama
antara lainUruguay Round of Multilateral Trade Negotiationgerdagangan dan
komoditas, investasi dan kerjasama industrial se@émgembangan kerjasama
budaya.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat dengan jddabwa tidak ada
perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan danilitsteibwilayah yang
dibicarakan oleh Jepang dan ASEAN selama berlaggs@nForum ASEAN-Jepang
yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kerjasam#&og& pembicaraan hanya
didominasi oleh bidang-bidang yang berkaitan deng&onomi, perdagangan,
investasi, IPTEK, budaya serta pendidikan.

3.3. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN setelah Berakhirnya Perang Dingin
1991

Pasca berakhirnya Perang Dingin 1991, terdapat bphan-perubahan
signifikan yang terjadi dalam kerjasama Jepang aled®SEAN. Materi-materi yang
berkaitan dengan penambahan agenda kerjasama datieng keamanan dan
stabilitas wilayah menjadi salah satu perubahag gangat jelas terlihat. Perubahan
lingkup kerjasama tersebut diawali dari pengajusop&sal atau Inisiatif Nakayama
oleh Jepang pada tahun 1991 sampai dengan terwajuohstitusi keamanan
regional dalam lingkup multilateral pada tahun 19@hg dinamakamASEAN
Regional Forum(ARF).

3.3.1. Proposal Nakayama 1991

Pada pertemuan tingkat Kementrian Luar Negeri aA&EAN Post
Ministerial Conferencd ASEAN-PMC) di Kuala Lumpur pada 22 Juli 1991, dieg
melalui Menteri Luar Negerinya, Nakayama Taro m@ugan suatu inisiatif baru
terhadap ASEAN yang dikenal dengan nama Propos&bydaa atau Inisiatif

4 1bid. him 68-609.
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Nakayama 1991. Secara garis besar, isi dari Propagayama ini adalah mengenai
pengajuan suatu kerjasama baru terhadap ASEAN yarkgit dengan bidang
keamanan dan stabilitas wilayah.

Dalam bukunya yang berjuduConstructing a Security Community in
Southeast Asia : ASEAN and the Problem of Regi@rder, Amitav Acharya
menyatakan bahwa pada dasarnya Proposal Nakayamgakan suatu inisiatif
yang dibuat langsung pada saat ASEAN-PMC itu seriiaksanakan. Melalui
inisiatif tersebut, Jepang menyatakan keinginanmtak membangun suatu forum
diskusi baru untuk membicarakan keamanan regioalain lingkup multilaterat®
Secara tegas, berbicara dalam forum tersebut, Mak@aymenyampaikan bahwa
ASEAN-PMC bisa digunakan sebagai wadah formal urgultu proses diskusi
politik yang dirancang untuk meningkatkan rasa anthantara Jepang dan
negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN pada saat itu menanggapi Inisiatif Mentarat. Negeri Nakayama
ini dengan sikap yang acuh tak acuh serta cendenemglak ide terseb(f. Namun
demikian, menurut Peter Katzenstein dan Okawaraublolisaha Sang Menteri
tersebut pada akhirnya memberikan dampak yangmaedélam kebijakan di bidang
keamanan baik di wilayah Asia Tenggara maupun gadg itu sendiri untuk waktu
ke depanny&’

Pertama, Proposal Nakayama telah memberikan moaétisp dalam
mendorong inisiatif keamanan multilateral kepadad®ea Menteri Miyazawa di
awal tahun 1990-an. Hal ini termasuk keikutsertagpang ketika mengirim
tentaranya ke Kamboja tahun 1992 dalam OperasiaReidn PBB? Selain itu,
adalah hal yang signifikan karena Proposal atasidtii Nakayama juga telah
mendorong ASEAN secara tidak langsung untuk mengegian rencana dalam
membangun dialog keamanan multilateralnya senBieincana ini pada akhirnya
terlaksana dengan berubahnya sikap acuh tak acEANR3erhadap inisiatif Jepang
tersebut pada Agustus 1993. Hal tersebut dibuktdemgan pembentukahSEAN

2009)

5 “Japan's Evolving Multilateralism” http://www.aasianst.org/absts/1997abst/japan/{it&®.(Juli

6 Japan’s Leadership Role in East Asian Security e Nmkayama Proposal and The Logic of

Reassurance?aul Midford. him 382.

" Michael Vatikiotis.Op. Cit.
“8 Reinhard DrifteOp. Cit, him 80.
49 Japan and Asian-Pacific Security : Regionalizatidintrenched Bilateralism and Incipient

Multilarism. Peter J. Katzenstein dan Nobuo Okawara. him 165-194

0 Katzenstein dan Okawar@p. Cit, him 173-176.
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Regional Forum(ARF) oleh ASEAN bersama dengan tujuh negara nditibognya.
Sidang pertama ARF kemudian dilaksanakan pada ta9& di Bangkok”

Proposal Nakayama dapat dikatakan merupakan suatana kerjasama
keamanan yang dilemparkan pertama kali oleh Jepatay suatu forum kepada
ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin. Proposalajaia secara langsung
memang gagal terwujudkan, namun seperti yang diataleh Midford, dampak
yang ditimbulkan dari pengajuan proposal ini pa#hiraya sangat besar dalam
pengembangan institusi keamanan dan dialog mengstadilitas wilayah di

kawasan Asia Pasifik pada umumnya dan Asia Tengggda khususnya.

3.3.2. Forum ASEAN-Jepang ke-13°*

Forum ASEAN-Jepang yang ke-13 dilaksanakan pacdeygtl 16-17
Februari 1993 di Tokyo, Jepang. Dalam forum inpaig diwakili oleh Matsuura
Koichi, Deputi Kementrian Luar Negeri Jepang, seftam dari pihak ASEAN
diwakili oleh Peter Chan Jer Hing, Menteri Luar Medsingapura.

Dalam pidato pembukanya, Matsuura menyampaikan dahga beberapa
agenda rutin yang akan dibicarakan antara lain rB8esai-isu dalam ekonomi
internasional, ekonomi bilateral serta pengembargaasama budaya. Selain itu,
Matsuura juga menegaskan bahwa forum kali ini meap titik perubahan dari
forum-forum yang telah dilakukan sebelumnya. Hakebut karena untuk kali
pertama, dimasukkan agenda yang terkait dengamdigmlitik regional serta
isu-isu keamanan dan stabilitas wilayah pada FoABEAN-Jepang yang ke-13
tersebut. Hal inilah yang akan menjadi fokus perabah kita dalam sub-bab ini.

Garis besar pembicaraan mengenai bidang politikonady dan isu-isu
keamanan antara Jepang dan ASEAN terbagi dalanrdmeb@oin utama, antara
lain:

1. Isu-isu keamanan serta dialog kemanan di wilayah-Rasifik. Pada
poin ini, baik Jepang maupun ASEAN sepakat untulkhgeealuasi
situasi regional. Selain itu, kedua pihak juga nken&an perlunya
dialog politik dan keamanan dalam rangka meningkatkasa saling

pengertian antar negara.

1 Paul Midford.Op. Cit, him 387 danASEAN’s Political and Security Relations with Japzeh
Nishihara Masashi dalam Pamela J. Na@dja. Cit, him 158. Reinhard DrifteOp. Cit, him 81.
%2 ASEAN Document Series 1992-1994 SupplementanpBdMSEAN Secretariat. him 80-81.

Universitas Indonesia
Perubahan kebijakan..., Dhini Afiatanti, FIB Ul, 2010



43

2. Situasi di Asia Timur. Jepang mendukung sepenulti®jdarasi Laut
Cina Selatan oleh ASEAN.

3. Masalah Kamboja. Jepang dan ASEAN mendukung sepgauysroses
perdamaian di Kamboja berdasarkan Perjanjian Paris.

4. Peran Jepang dalam wilayah Asia. Jepang menyataikémya untuk
mengembangkan kontribusinya dalam keamanan regutinafilayah
Asia. Jepang juga menegaskan bahwa negaranya dldak menjadi
negara militer lagi seperti dahulu kala. ASEAN kelian
menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan ifk&inglepang

untuk berkontribusi dalam masalah keamanan regiensgbut.

Seperti yang telah disebutkan, berbeda dengan F&ASEAN-Jepang yang
sebelumnya, Forum ASEAN-Jepang yang ketigabelas mengangkat isu-isu
keamanan sebagai salah satu agenda pembicaradaralyani merupakan Kkali
pertama agenda tersebut dibicarakan oleh ASEANJépang secara resmi dalam
suatu forum sejak dilaksanakannya Forum ASEAN-Jgyang pertama pada tahun
1977.

3.3.1. ASEAN Regional Forum 1993

ASEAN Regional ForunfARF) merupakan satu-satunya institusi keamanan
multilateral yang ada di wilayah Asia Pasifik. ABigirikan pada Agustus 1993 oleh
enam negara anggota ASEAN yaitu Brunei, Indondd&aysia, Pilipina, Singapura
dan Thailand ditambah dengan enam mitra dialog A$EAitu, Amerika Serikat,
Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Koreat&eldan Uni Eropa. Tujuan
dibentuknya ARF itu sendiri adalah sebagai wadahskliasi dan diskusi antara
negara-negara anggota mengenai masalah-masalafk peljional dan isu-isu
keamanani®

Mengapa ARF digolongkan sebagai salah satu indika@oubahan kebjakan
Jepang terhadap ASEAN pasca berakhirnya Perangimdin§eperti yang telah
disampaikan pada pembahasan mengenai Proposal &fa&ali subbab sebelumnya,
terbentuknya ARF tidaklah lepas dari peran ak{ifahg yang senantiasa mendorong
dan meyakinkan ASEAN sebagai pendiri forum ini. Menn Sandra R. Leauvitt,

3 Lisa J. Sansoucyp. Cit, him 162.
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Jepang merupakan negara pertama yang sejak taBinbg®peran secara langsung
dalam proses pematangan ARF.

Jepang merupakan negara yang secara konstitusiakeaganya kepemilikan
militer. Pada masa Perang Dingin, Jepang bahkangatentegas menolak
pengembangan institusi keamanan di wilayah Asigygare>> Namun, pandangan
Jepang tersebut berubah secara signifikan pasekhierya Perang Dingin tahun
1991. Jepang lantas merasa perlu untuk mengembarsgieu forum keamanan
multilateral di wilayah Asia Tenggara dan hal texseterwujud dalam ARE®

Ada beberapa alasan Jepang bersikeras mempel@tonya ARF pasca
berakhirnya Perang Dingin. Sebagai negara indusgstabilan wilayah merupakan
hal yang sangat penting bagi ekonomi Jepang. Hasekhirnya Perang Dingin,
tidak ada lagi kepastian mengenai keamanan AsidikPds masa depan. Seperti
yang sudah disampaikan di bab sebelumnya, ancamklir dari Korea Utara,
perselisihan Laut Cina Selatan serta munculnyaonadjsasi ekonomi Cina
kapanpun siap menjadi bahaya bagi stabilitas ekodepang’ Untuk menjaga
stabilitas tersebut, yang dibutuhkan oleh Jeparajabdsebuah institusi keamanan
multilateral agar Jepang bisa membicarakan madeaamanan regional dengan
negara-negara lain.

Namun demikian, Jepang tidak bisa mewujudkan lrakbeit karena jika itu
dilakukan secara terang-terangan oleh Jepang, dkabul kecurigaan dari
negara-negara tetangga Jepang seperti dua Korea, S€rta Taiwan yang masih
menyimpan kenangan buruk akan kekejaman Jepangrdn Dunia IF® Jepang
juga tahu bahwa Cina akan curiga dan terprovokpabita Jepang memimpin
pendirian institusi keamanan regional multilatetal.Oleh karena itu, untuk
mengurangi kecurigaan-kecurigaan tersebut, sejhakntal991 Jepang konsisten
mendorong ASEAN untuk membentuk suatu dialog regigang berkaitan dengan
masalah keamanan dan stabilitas wilayah melalui RRF

> Sandra R. LeavitOp. Cit, him 226.

% Lisa J. Sansoucp. Cit, him 160.

% ASEAN and ARF : The Limits of “ASEAN Waghaun Narine. him 963.

>" Yoichi FunabashiOp. Cit, him 28.

8 Sebagaimana disampaikan oleh Han Sung Joo, mawemeri Luar Negeri Korea Selatan,
“Masalah mengenai Jerman kurang lebih sudah te@&bn. Tapi di Asia, Jepang masih menjadi tetalygga
sulit untuk dimaafkan”. LilShrine visit and Textbook Weigh on Koizumi's Futtdeward W. French. him A3.

%9 Lisa J. Sansoucyp. Cit, him 166.

0 Berbeda dengan dua Korea, Cina, maupun Taiwa, Pesiggara cenderung bersikap lebih lunak
mengenai kenangan kekejaman Jepang di masa lghk S@al tahun 1990an, kritik wilayah ini terhadap
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Menurut Satoh Yukio dalam tulisanny@merging Trends in Asia Pacific
Security : The Role of Japamlialog keamanan multilateral seperti ARF akan
mengurangi kecurigaan terhadap Jepang. Pendapatgama juga disampaikan oleh
Soeya Yoshihide, Profesor limu Politik dari Univeas Keio Tokyo, bahwa
kecurigaan terhadap Jepang akan dapat dikurangiluhsluatu dialog multilateral.
la juga mengatakan bahwa apabila Jepang ingin nméamaiperan yang lebih aktif
dalam jenjang internasional pasca berakhirnya BeBingin, hal tersebut hanya
bisa diwujudkan dalam suatu kerangka institusi itaietral®*

Beberapa sumber lain juga menyebutkan pentingnyd ARagi Jepang.
Pertama adalah faktor Cina. Sejak tahun 1990-am @ilah muncul sebagai aktor
yang asertif di dalam integrasi ekonomi Asia TinRegi Jepang, ARF adalah suatu
kendaraan untuk memikat Cina dan mencegah muncuan@man Cina’ yang
sebenarny®? Kedua, Jepang juga menjadikan ARF sebagai institlzam
perselisihan mengenai Laut Cina Seldta’ARF merupakan salah satu faktor
hampir tidak adanya perselisihan atau perang dayah Asia Pasifik pasca
berakhirnya Perang Dingin 1991. Hal tersebut mekapaprestasi yang cukup
signifikan bagi ARF jika melihat banyaknya perseis-perselisinan yang terjadi di
wilayah lain seperti Afrika dan Eropa pasca Per@itgin.®* Dengan adanya ARF,
Jepang bisa sedikit bernafas lega mengenai mas#ddiilitas wilayah sekaligus
stabilitas ekonominya.

Jepang cenderung mengalami penurunan. Jdapan’s Political and Security Relations with ASEANhH
Nishihara Masashi dalam Pamela J. Nd@dja. Cit, him 155 dan Glenn D. Hookp. Cit, him 187.

¢ Lisa J. Sansoucp. Cit, him 166-167.

%2 Daojiang ZhaOp. Cit, him 103.

8 Joshua P. Rowan.Op. Cit, him 432.

% Sandra R. Leavitt. him 226.
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BAB 4
KESIMPULAN

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Il tahun 1945 menyebabkan Jepang
jatuh ke tangan sekutu. Pendudukan sekutu di Jepang berlangsung sejak tahun 1945
sampai dengan 1951. Sebagal akibat dari pendudukan sekutu, Jepang mengalami
demiliterisasi atau pengurangan fungsi militer. Jepang tidak lagi diizinkan untuk
melakukan pengiriman militer keluar negaranya. Demiliterisasi Jepang tersebut
diperkuat dengan disusunnya Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 pada tahun 1946.
Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut menyatakan bahwa Jepang tidak mengakui
perang serta penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, melalui demiliterisasi, sekutu
tidak mengizinkan adanya kepemilikan militer kembali oleh Jepang. Namun
demikian, tidak dengan masalah ekonomi. Melalui Deklaras Postdam yang
ditandatanganinya dengan sekutu, Jepang diizinkan untuk melakukan perbaikan
ekonomi dalam negerinya. Jepang dapat dengan tenang melaksanakan perbaikan
ekonomi dalam negerinya sebab ada suatu perjanjian yang disebut dengan Security
Treaty between The United States and Japan atau Perjanjian Kerjasama Keamanan
antara Amerika Serikat dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 1951 dan
direvisi ulang pada tahun 1960. Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika
Serikat dan Jepang tersebut memberikan keamanan secara militer kepada Jepang
selama negara tersebut melakukan perbaikan ekonomi dalam negerinya.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan pengejawantahan kebijakan
dalam negeri dari negara terkait bailk yang murni dibuat karena masalah domestik,
maupun yang dibuat karena ada pengaruh dari dunia internasional. Kebijakan dalam
negeri Jepang pasca kekalahannya dalam Perang Dunia |l diarahkan untuk
pembangunan ekonomi dalam negerinya. Hal tersebut ditegaskan melalui Doktrin
Yoshida yang dideklarasikan di awa Perang Dingin oleh Perdana Menteri Yoshida
Shigeru. Doktrin Yoshida menyatakan bahwa rehabilitas ekonomi adalah tujuan
nasional utama bagi Jepang. Melalui Doktrin Yoshida tersebut, Jepang juga
menyampaikan penolakannya terhadap partisipasi atau kerjasama kolektif yang
berkaitan dengan masalah militer dan keamanan. Doktrin Yoshida merupakan dasar
kebijakan luar negeri Jepang yang dipaka selama lebih dari empat puluh tahun sgjak
awal Perang Dingin pada tahun 1947.
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Kebijakan luar negeri Jepang yang didasari oleh Doktrin Yoshida juga
diterapkan pada hubungannya dengan organisasi regiona di kawasan Asia Tenggara
atau ASEAN. Hubungan Jepang-ASEAN dimula pada tahun 1973 dengan
dilaksanakannya Synthetic Rubber Forum atau Forum Karet Sintesis. Sejak tahun
1973 tersebut, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diberlakukan Jepang terhadap
ASEAN cenderung menghindari kerjasama yang berkaitan dengan isu keamanan
dan lebih memfokuskan pada bidang ekonomi serta budaya. Hal tersebut dapat
dilihat dari dua hal. Pertama, kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap
ASEAN yang banyak menekankan demiliterisasi Jepang. Sebagai contoh yaitu
pidato dari Perdana Menteri Suzuki Zenko pada Januari 1981 di Bangkok. Dalam
pidatonya, Suzuki menyampaikan bahwa Jepang tidak akan memainkan peran dalam
militer di dunia internasional. Kedua, Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada
tahun 1977 sampa dengan yang ke-12 tahun 1990. Pada Forum ASEAN-Jepang
yang pertama sampai dengan yang ke-12 tersebut, fokus kerjasama keduanya adal ah
pada bidang ekonomi, perdagangan serta budaya.

Namun demikian, Jepang mengubah kebijakan luar negerinya setelah Perang
Dingin berakhir di tahun 1991. Kebijakan luar negeri Jepang tidak lagi
memfokuskan tujuannya pada bidang ekonomi saja, melainkan juga pada bidang
keamanan dan militer. Sebagai contoh konkrit adalah pengesahan undang-undang
yang mengizinkan pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang atau Self Defense Force
(SDF) ke luar Jepang dalam kerangka perdamaian internasional. Pengesahan
tersebut merupakan penerobosan interpretasi undang-undang yang selama ini tidak
pernah mengizinkan Pasukan Bela Diri dikirim ke luar Jepang sebagal suatu bentuk
diplomasi. Pasca disahkannya undang-undang tersebut, Jepang banyak melakukan
pengiriman tentaranya ke daerah-daerah konflik seperti Timor Leste, Kamboja,
Mozambik dan Dataran Tinggi Golan.

Perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor, terutama faktor dari luar negeri Jepang. Pertama, adanya
permintaan burden-sharing dari Amerika Serikat. Kedua, trauma Jepang terhadap
Perang Teluk tahun 1990-1991. Faktor yang ketiga, adanya ancaman yang semakin
nyata dari Cina dan dua Korea yang menyebabkan Jepang haus akan kepastian
stabilitas regional pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Faktor yang terakhir
adalah meruncingnya konflik Laut Cina Selatan yang berpengaruh pada kondis
ekonomi Jepang.
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Perubahan kebijakan luar negeri Jepang secara umum tersebut juga diikuti
dengan perubahan kebijakan luar negerinya terhadap ASEAN. Hal tersebut ditandai
dengan beberapa hal. Pertama adalah pengajuan Proposal Nakayama tahun 1991
oleh pihak Jepang. Proposal Nakayama merupakan proposal yang berisi mengenal
gjakan kerjasama baru dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah yang digjukan
Jepang kepada ASEAN. Kedua adalah penambahan agenda dalam bidang keamanan
pada Forum ASEAN-Jepang yang ke-13 tahun 1993. Ketiga adalah partisipasi
Jepang dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang merupakan sebuah wadah dialog
multilateral mengenai masalah keamanan dan stabilitas wilayah di kawasan Asia
Pasifik. Pengajuan Proposal Nakayama, penambahan agenda bidang keamanan pada
Forum ASEAN-Jepang serta partisipasi Jepang dalam ARF tersebut merupakan
suatu penyimpangan dari Doktrin Yoshida yang menyatakan penolakan Jepang
terhadap partisipasi atau kerjasama kolektif terkait dengan masalah militer dan
keamanan.

Berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990-an merupakan salah satu
contoh perubahan kondisi dunia internasional yang tidak pernah diprediksi
sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin tersebut juga turut menyebabkan
berakhirnya sistem bipolarisasi yang mendominasi pola hubungan internasional
selama kurang lebih lima dekade. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Jepang yang
mulal diterapkan sejak masa pendudukan sekutu bukanlah sesuatu yang dipersiapkan
untuk menghadapi perubahan kondisi dunia internasional yang terjadi secara
tiba-tiba seperti berakhirnya Perang Dingin tersebut. Hal itu menyebabkan Jepang
harus merubah interpretasi terhadap kebijakan luar negeri yang dianutnya di awal
tahun 1990-an yang juga turut mempengaruhi pola kerjasama Jepang dengan

organisasi regiona kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.
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Lampiran 1
Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947
Wh 2 E A ZL BRA REAN- HoOU x %ti) ZE A~ b gb'l:‘j é;(i%b)
CORRER, B L R & 5 EE TR 2 I AR L
> A EoEH TAZD »<ET 50 xr< /: > L L ENSAED
FHED R B = 5 W & (= & 2 IR N O, EEG

R 5 FEE LT, K AT ST 5.

Iz T HATE M H S HAY E<

T NIHO ARz B . BT Do i 13, T
LA, [0, = a0 R0,

1. Aspiring sincerely to an international peace é&d®n justice and order,
the Japanese people forever renounce war as a sigveright of the nation
and the threat or use of force as means of setifiteynational disputes.

2. In order to accomplish the aim of the precediagagraph, land, sea, and
air forces, as well as other war potential, willvee be maintained. The

right of belligerencyof the state will not be recognized.
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Lampiran 2

Perjanjian K erjasama K eamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951
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Lampiran 3

Joint Press Release Forum ASEAN-Jepang pertama sampai ke-13
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Lampiran 4
Doktrin Yoshida

1. Japan's economic rehabilitation must be the primational goal.
Political-economic cooperation with the United ®&twas necessary for this
purpose.

2. Japan should remain lightly armed and avoid involeat in international
political strategic issues. The Self-Defense Fowesld not be deployed abroad.
Japan would not participate in collective defenseagements. Not only would
this low military posture free the energies ofpeople for productive industrial
development, it would prevent divisive domestidipal struggles.

3. To gain long term guarantee of its own securitypalawould provide bases for
the U.S Army, Navy and Air Force.
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